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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang hanya mempunyai

waktu dan sumuer dayaterbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan.

Dalam suatu pekerjaan pasti melibatkan manusia sebagai sumber daya atau

sebagai tenaga kerja, termasukjuga dalam proyek konstruksi.

Pada pembangunan proyek konstruksi, diharapkan pelaksanaannya sesuai

dengan apa yang telah direncanakan, atau paling tidak, tidak meleset terlalu jauh

dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tetapi hal ini jarang terjadi dalam

sebuah proyek konstruksi. Hal mi disebabkan oleh berbagai macam sebab

diantaranya akan muncul biayadiluar RAB (Rencana Anggaran Bangunan) Oleh

sebab itu dibutuhkan suatu pengendalian proyek dalam pembangunan proyek

konstruksi. Pada dasarnya pengendalian suatu proyek mempunyai tiga unsur

utama yang memerlukan pengendalian yaitu :

1. Hasil akhir proyek

2. Jangka waktu proyek

3. Sumber daya atau biaya proyek

(D. Sumarmo, 1995)

Banyak hal dan kejadian yang tidak kita harapkan akan muncul pada saat



proyek sedang berjalan. Diantaranya adalah kecelakaan kerja pada pelaksanaan

proyek. Kecelakaan kerja tentu tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya

proyek. Oleh karena itu perlu pengendalian biaya proyek sehubungan dengan hal

tersebut agarpadapelaksanaan tidak terjadi penyimpangan biaya yang terlalu besar.

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan,

baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Bagi pekerja tentu

saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa luka, cacat bahkan dapat

menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, walaupun tidak secara

langsung menga!ami kecelakaan kerja, tentu saja sangat merugikan. Kerugian itu bisa

berupa biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat

mcngakibatkan kcterlambatan proyek. Pada saal ini, industri jasa konstruksi masib

mciucgang posisi teratas terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Fakta ini telah

memperlihatkan bahwa sub-sektor konstruksi memang merupakan industri yang

berbahaya dan rawan sekali terhadap terjadinya kecelakaan. kerja. Tindakan

pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja merupakan faktor utama yang harus

diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi biasanya pihak

pelaksana hanya mengetahui biaya langsung yang dikeluarkan untuk menangani

kecelakaan itu. Biaya langsung biasanya meliputi : biaya pertolongan pertama pada

kecelakaan, biaya pengobatan, biaya pcrawatan, biaya rum ah sakit, dan lain

sebagainya. Padahal disamping biaya langsung yang langsung dapat terlihat



jumlahnya, sebenamya ada biaya lain yang secara tak langsung juga dikeluarkan oleh

pihak pelaksana. Namun biasanya hal itu tidak disadari dan kurang mendapat

perhatian. Biaya tersebut dapat dianggap sebagai biaya tidak langsung. Biaya - biaya

tersebut meliputi : Biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerja yang mengalami

kecelakaan, biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerja lain karena rasa ingin

tahu, menolong korban dan rasa setia kawan, biaya untuk waktu yang terbuang oleh

mandor dan pegawai perusahaan lainnya, biaya karena terlambat produksi dan lain

sebagainya.

Kecelakaan besar dengan kerugian besar biasanya dilapoikan. Kecelakaan

kecil biasanya dianggap hal yang sepele, padahal kecelakaan kecil intensitasnya jauh

lebih sering terjadi.

Oleh sebab itu disini akan dilihat (diperhitungkan) berapa biaya langsung dan

berapa biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan (pelaksana). Maka

akan terlihat berapa perbandingan dan total kedua biaya tersebut yang tentunya

merupakan kerugian biaya bagi perusahaan (pelaksana). Disini pula akan dicari

bagaimana cara mengendalikan kerugian proyek, dengan cara mencari penyebab

kecelakaan kerja tersebut dan mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang

diperlukan agar kendala tersebut tidak terulang lagi karena akan menimbulkan

kerugian yang mungkin jumlahnya akan lebih besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Mengetahui total biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat teriadinya

kecelakaan kerja.

2. Mengetahui cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian

akibat kecelakaan kerja pada pembangunan Sport Center Kabupaten

Cilacap.

3. Mengetahui perbandingan antara biaya langsung kecelakaan keja dan

biaya tidak langsung kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Sport

Center Kabupaten Cilacap.

4. Mengetahui penyebab kecelakaan kerja terbanyak yangterjadi di proyek

pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberi masukan pada praktisi lapangan dalam mengelola proyek konstruksi

sekaligus menjadi evaluasi untuk mencegah terulangnya perisbwa serupa yang

merugikan pihak perusahaan dan pekerja.

Manfaat bagi mahasiswa lain adalah menjadikan tambahan llmu selain yang

didapat di bangku kuliah.

Manfaat penelitian ini bagi pcneliti adalah untuk mengetahui bc'apa

pentingnya artikeselamatan ketja, terutma dalam proyek konstruksi gedung.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian

maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:



1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.

2. Peneliti hanya membahas pengendalian kerugian biaya akibat

kecelakaan kerja. Kerugian biaya yang muncul diluar kecelakaan kerja

tidak dibahas.

3. Variabel yang diteliti adalah biaya kecelakaan kerja proyek

pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap, upah tenaga kerja, status

pekerjaan, lokasi kecelakaan , dan akibat kecelakaan.

4. Data - data akibat kecelakaan kerja yang diteliti ade.lah data pada saat

awal pelaksanaan proyek sampai dengan peneliti masuk proyek tersebut

dan tidak menunggu sampai proyek selesai, yaitu data dari bulan April

2003 sampai dengan bulan Januari 2004.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan,

baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Bagi pekerja tentu

saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa iuka, cacat bahkan dapat

menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, walaupun tidak secara

langsung mengalami kecelakaan kerja, tentu saja sangat merugikan. Kerugian itu bisa

berupa biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat

mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada saat ini, industri jasa konstruksi masih

memegang posisi teratas terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Fakta ini telah

memperlihatkan bahwa sub-sektor konstruksi memang merupakan industri yang

berbahaya dan rawan sekali terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Tindakan

pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja merupakan faktor utama yang hams

diperhatikan untuk meningkatkankeselamatan kerja.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam

penelitian ini adalah :



1. Tesis Henny Pratiwi Adi (1999) dengan judul "Analisis Hubungan Penerapan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Proyek

Konstruksi". Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

a. Industri jasa konstruksi termasuk dalam industri yang memiliki resiko

kecelakaan kerja yang cukup tinggi, oleh sebab itu program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang penting

untuk dilaksanakan.

b. Belum tersedianya badan khusus pemerintah dibawah Departemen

Tenaga Kerja yang mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja pada proyek konstruksi, merupakan salah satu faktcr yang

menyebabkan fungsi - fungsi pengawasan Keselamatan Kerja di proyek

konstruksi kurang berjalan sebagaimana mestinya.

c. Lima faktor yang dapat menunjang program Keselamatan dan Kesehatan

Kerja adalah :

1) Penyediaan alat keselamatan kerja

2) Manajemen dan kontraktor yang tegas

3) Pernbinaan dan pelatihan tenaga kerja

4) Pengalaman kerja dibidang konstruksi

5) Penyuluhan dan penerangan tentang Keselairatan dan Kesehatan

Kerja

d. Lima faktor utama penghambat penerapan program keselamatan dan

kesehatan kerja adalah :



1) Kurang sadar akan arti pcntingnya Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

2) Tingkat pengetahuan dan pemahamau tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang rendah

3) Tidak mengikuti instruksi yang ada

4) Sikap mcnejemen yang tidak memperhatikan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

5) Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat.

Terdapat hubungan antara faktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dengan efesieni biaya dan peningkatan kegiatan kerja. Hubungan

tersebut adalah bahwa apabila faktor penunjang dilaksanakan dengan

baik, raaka efesiensi biaya dankegiatan kerja akan meningkat.

Tidak terdapat hubungan antara faktor penunjang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dengan efesiensi waktu dan peningkatan kualitas hasil.

Terdapat hubungan faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan. Hubungan tersebut

adalah apabila faktor penghambat ini dihilangkan akan terjadi

peningkatan kualitas hasil kerja.

Tidak terdapat hubungan antara faktor penghambat Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dengan efesiensi waktu, efesiensi biaya dan

peningkatan kegiatan kerja.



2. Tugas akhir Mommy Satria (1999) dengan judul "Analisis Perbandingan

Biaya Langsung dan Tak Langsung {Hidden Costs) akibat Kecelakaan Kerja

pada Pelaksanaan ProyekKonstruksi". Kesimpulan daripenelitian ini adalah :

a. Belum diterapkannya peraturan Keselamavan dan Kesehatan Kerja

dalam pelaksanaan proyek konstruksi di DIY.

b. Sistem pelaporan kurang lengkap, cenderung pada kecelakaan yang

berat saja.

c. Kontraktor belum menyadari berapa besar biaya yang dikeluarkan akibat

kecelakaan kerja pada setiap kejadian kecelakaan kerja.

d. Biaya langsung akibat kecelakaan kerja adalah lebih besar daripada

biaya tidak langsung. Hal ini dikarenakan kontraktor cenderung

menyembunyikan setiap kecelakaan kerja untuk menjaga reputasi

perusahaan.

3. Tugas Akhir Agus Salim dan Agus Suprayitno (1999) dengan judul

"Identifikasi Dan Analisis Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Di

Yogyakarta ".Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

a. Kecelakaan kerja sering terjadi pada upah pekerja yang rendah dengan

status pekerjaan sebagai pekerja, lokasi kecelakaan sering terjadi pada

lantai bertingkat, akibat kecelakaan terbanyak adalah eidera ringan,

corak kecelakaan yang sering terjadi adalah terbentur dan keterangan

bagian tubuh yang sering mengalami eidera adalah badan.
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b. Faktor upah kerja, status pekerjaan, lokasi kecelakaan, corak kecelakaan

dan keterangan eidera, kurang mempengaruhi terhadap biaya kecelakaan

kerja yang dikeluarkan.

c. Faktor kecelakaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya

kecelakaan kerja yang dikeluarkan, semakm paran akibat kecelakaan

yang terjadi maka semakin besar biaya kecelakaan kerja yang

dikeluarkan.

4. Tugas Akhir Diarto Nugroho dan Agus Risdianto ( 2002 ) dengan judul

"Perbandingan Biaya Langsung Dan Tidak Langsung Akibat Kecelakaan

Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi". Kesimpulan dari penelitian ini

adalah :

a. Perbandingan antara biaya langsung dan tidak langsung akibat dan

kecelakaan kerja pada sejumlah perusahaan konstruksi kelas C adalah

berkisar 1,68 : 1hingga 20,11 : 1atau dengan rata - rata 10,71 :1

b. Perbandingan biaya total kecelakaan kerja dengan iulai proyek adalah

berkisar 1% hingga 4,5%.

5. Tugas Akhir Hany Cahyawan dan Hening Kurmawan ( 2002 ) dengan judul

"Kajian Program Keselamatan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Proyek

Konstruksi Gedung Bertingkat Di Yogyakarta".Kesimpulan dan penelitian ini

adalah :

a. Program keselamatan kerja yang paling banyak dilaksanakan berturut -

turut adalah : pemakaian sailing tangan, pemakaian sepatu kerja,
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pemakaian helm, penyediaan lampu penerangan, pemasangan rambu

bahaya, pemasangan pagar pengaman, penyediaan asuransi, penyediaan

tempat istirahat, pemakaian sabuk pengaman, penyediaan pemadam

kebakaran, perencanaan tata letak alat, pemasangan label peringatan,

penyuluhan K3, sedangkan yang 50% pelaksanaannya adalah

penggunaan masker, pemakaian kaca mata, penggunaan tali pengaman,

pemakaian pakaian kerja, penggunaan tutup telinga, pelatihan kerja dan

pelatihan P3K.

b. Program keselamatan kerja yang cukup berpengruh dan signifikan dalam

mcnurunkan kecelakaan kerja adalah pemakaian sepatu kerja,

pemakaian helm pengaman, pemakaian sarung tangan, penyediaan

tempat istirahat.

c. Semakin banyak program keselamatan kerja yang diterapkan semakm

kecil kecelakaan yang akan terjada di lokasi proyek.

Perbedaan dari Tugas Akhir yang sebelumnya dengan yang akan kami

kerjakan adalah :

a. Mengetahui total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akibat

terjadinya kecelakaan kerja.

b. Mengetahui cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian akibat

kecelakaan kerja.

c. Mengetahui perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung.



\
\

d. Menpetahui penyebab kecelakaan terbanyak yang terjad, d, proyek

konstruksi.



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengendalian Proyek

Defmisi dari pengendalian proyek adalah memantau, mengkaji,

mengadakan koreksi dan bimbingan agar kegiatan proyek menuju ke arah sasaran

yang ditentukan. Sasaran tersebut berupa anggaran proyek, jadwal induk dan
standart mutu yang telah disusun dan ditetapkan dalam tahap perencanaan dasar

Unsur manusia dan ketidak pastian masa depan menyebabkan bahwa

rencana proyek yang sekarang dibuat bisa menjadi kurang sesuai lagi dengan

keadaan di kemudian hari dan pelaksanaan proyek karena unsur lainnya dapat

menyimpang dari rencana.

Terlepas dari faktor - faktor ketidakpastian yang perlu diperhatikan dalam

pengendalian proyek, sudah disinggung sedikit di atas bahwa proyek pada
dasarnya mempunyai tiga unsur utama yang memerlukan pengendalian, yaitu :

1. Ruang lingkup atau hasil akhir proyek {quality)

2. Jangka waktu proyek (time)

3. Biaya anggaran proyek (cost)

(D.Sumarmo,1995)

u
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3.2 Pengendalian Biaya Proyek

Anggaran adalah suatu perkiraan biaya yang disusun berdasarkan informasi

yang tersedia pada suatu pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang

dipergunakan untuk memmuskan ketidalcpastian yang dihadapi proyek menjadi

bagian dari anggaran proyek. Maka dan itu rencana proyek yaug dibuat ssbelum

proyek dimulai dan dituanggakan dalam DIP ( Daftar Isian Proyek ) dan PO

(Perunjuk Operasional ) haruslah memiliki sifat:

1. Rencana itu dapat mengalami perubahan selama proyek berjalan.

2. Rencana dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komumkasi

mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan di milikinya sifat - sifat ini oleh rencana proyek, semua pihak akan

dapat setuju bahwa anggaran proyek dapat meningkat lcbih besar selama proyek

berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil daripada anggarannya

setelah proyek selesai.

Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi

karena ketidalcpastian yang dihadapi proyek dapat memmbulkan tambahan beban atau

dapat sama sekali ridak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan

sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itulah maka pengendalian biaya proyek diperlukan

untuk menanggulangi penyimpangan realisasi biaya proyek tersebut. Pengendalian

terhadap biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek tidak

melampaui anggarannya. Untuk keadaan sekarang ini, pengendalian terhadap
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besarnya biaya proyek temtama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek dapat

dihemat atau sekurang - kurangnya dapat mewujudkan hasil akhir proyek dengan

kuantitas yang diharapkan sejak perencanaan proyek. ( D. Sum arm o, 1995 )

3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Banyak pemikiran telah ditulis mengenai kerugian ekonomis akibat

kecelakaan dalam industri konstruksi, tetapi nampaknya masih sedikit sekali usaha -

usaha untuk menilainya secara tepat. Penting dipertanyakan apakah nilai kenigian

suatu kecelakaan benar - benar dapat dihitung dan bila memang dapat, manfaat

apakah yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan usaha - usaha pencegahan

kecelakaan kerja ? Terlepas dari scmua itu, berapa harga yang hams kita pakai untuk

menilai jiwa seseorang yang menjadi korban kecelakaan kerja ?

Setiap kali terjadi kecelakaan kerja maka karyawan, pimpinan perusahaan,

dan negara akan mengalami kerugian. Jadi semua pihak. akan dirugikan karena

adanya kecelakaan tersebut.

1. Kerugian terhadap karyawan antara lain :

a. Menderita rasa sakit, takut (traiuna ) dan menderita

b. Cacat tubuh

c. Kehilangan nafkah dan masa depan

d. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layfak.,

2. Kerugian terhadap pimpinan perusahaan antara lain :

a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja.

b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun.
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c. Bertambahnya kerja lembur ( karena untuk penggantian waktu kerja

yang hilang )

d. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk

penyelidikan kecelakaan, membantu karyawan yang menderita

kecelakaan, melihat dan menonton kejadian kecelakaan.

e. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita

kecelakaan ( setelah sembuh ) untuk pekerjaan yang baru.

f. Pengobatan.

g. Asuransi atau santunan bagi penderita kecelakaan kerja.

h. Kehilangan kepercayaan diri karyawan lainnya, lingkungan dan

sebagainya.

3. Kerugian terhadap keluarga karyawan ( yang mendapat kecelakaan ):

a. Tidak ada yang mencari nafkah lagi.

b. Pendapatan keluarga karyawan berkurang.

c. Larangan - larangan ruang gerak.

d. Kehilangan kasih sayang.

4. Kerugian terhadap Bangsa dan Negara :

a. Kehilangan tenga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi

nasional.

b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehiugga perlu tenaga asing

untuk mengisinya.
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c. Dengan adanya pengumuman - pengumuman tentang kecelakaan

kerja, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis

pekerjaan bidang lain.

( V.M. Napitulu, 1989)

Jadi secara garis besar ada 5 jenis kerugian - kerugian yang disebabkan oleh

kecelakaan kerja :

1. Kerusakan

Kerusakan yang terjadi dapat berupa kerusakan alat kerja, bahan, proses,

bagian mesin, tempat dan lingkungan pekerjaan dll.

2. Kekacauan organisasi

Akibat kemsakan di atas dapat menyebabkan kekacauan organisasi dalam

proses produksi.

3. Keluhan dan kesedihan ^

Korban yang tertimpa kecelakaan mengeluh sedangkan keluarga dan

teman akan mengalami kesedihan.

4. Kelainan dan cacat

5. Kematian

3.4 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Banyaknya kejadian kecelakaan kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi

akan sangat mempengamhi produktivitas kerja. Bagi perusahaan, keselamatan kerja

merupakan jaminan kelangsungan suatu usaha serta pengaman bagi suatu mvestasi.
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Hubungan erat antara tingkat keselamatan dan tingkat produksi adalah

( Koesmargono, 1998 ) :

1. Dalam pelaksanaan keselamatan kerja yang baik, kecelakaan yang

mendatangkan kerugian material dan finansial dapat dihindan.

2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan

penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien.

Usaha keselamatan kerja akan selalu memerlukan keterpaduan antara

keselamatan kerja dan kegiatan sistem menejemen. Bila usaha ini diterapkan raaka

selain dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan pemborosan biaya, juga akan

dapat meningkatkan derajat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Satu hal

yang hams mendapat sorotan adalah tata cara pelaporan dan keharusan perlindungan

atas peralatan.

Ketepatan arti kerugian total atau menyeluruh akibat kecelakaan adalah

penting, karena meskipun banyak jenis kemgian yang sudah dapat dinyatakan dengan

mudah dalam bentuk uang, tetapi banyak juga kerugian - kerugian lainnya yang

bersifat kurang nyata atau terselubung (International Labour Office, Geneva, 1989 ).

Sebuah tim penelitian ( G. Everett dkk, 1996 ) mengidcntifikasikan jenis biaya uniuk

mengevaluasi total biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu : biaya

langsung ( Direct Costs / Insured Costs ) dan biaya tidak langsung ( Indirect Costs /

Uninsured Costs / Hidden Costs ).
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3.4.1 Biaya Langsung (Direct Costs)

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah

kecelakaan kerja terjadi. Biaya langsung ( Direct Costs ) meliputi faktor - faktor

berikut:

a. Biaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan

b. Biaya pengobatan

c. Biaya pertolongan

d. Biaya rumah sakit

e. Biaya transportasi kecelakaan

f. Upah selama tidak mampu bekerja (sesuai dengan Keputusan Menten

Tenaga Kerja No. 196 / Men /1999)

g. Biaya perbaikan alat / mesin

h. Biaya atas kerusakan bahan.

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan terhadap kecelakaan kerja

dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing - masing faktor

tersebut diatas, dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

3.4.2 Biaya Tidak Langsung (Indirect Costs / Hidden Costs)

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak terlihat (terselubung / tersembunyi)

pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya tidak langsung /

terselubung ( Indirect Costs ) meliputi faktor - faktor berikut ini ( International

Labour Office, Geneva, 1989 ):

a. Biaya akibat hilangnyawaktu pekerjayang mengalami kecelakaan.
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b. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja lain yang terhenti bekerja karena :

1) rasa ingin tahu

2) rasa simpati

3) menolong korban

c. Biaya akibat hilangnya waktu bagi para mandor, para pimpinan lainnya

antara lain sebagai berikut:

1) membantu korban

2) menyelidiki penyebab kecelakaan

3) mengatur agar proses produksi ditempat karyawan yang terluka tetap

dapat dilanjiitkan oleh karyawan lainnya

4) memilih, melatih ataupun menerima karyawan baru untuk

menggantikan posisi karyawan yang terluka

5) membuat laporan kecelakaan kerja

d. Biaya karena keterlambaian proyek

e. Kerugian akibat keharusan untuk menemskan pembayaran upah penuh

bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja,

walaupun mereka ( mungkin belum pulih sepenuhnya ) hanya

menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.

f. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja

karena kecelakaan tersebut yang juga mengakibatkan turunnya

produktivitas kerja.
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Sebagai perbandingan Levitt dan Samelson (1987) mengidentifikasikan

bahwa ada 2 variabel yang mempengamhi besarnya biaya tidak langsung :

a. Biaya tambahan karena lambatnya produksi

Biaya tidak langsung karena pekerjaan korban tidak dapat digantikan

sehiugga haras menunggu sembuhnya korban

b. Biaya untuk efisiensi kerja yang hilang bagi pekerja lain

Biaya ini dipengaruhi oleh jenis dan tingkat kepaiahan kecelakaan.

Korban dengan tingkat keparahan yang berat akan mempengamhi pekerja

lain, karena pekerja lain merasa mempunyai tab ikatan persamaan nasib

dengan korban kecelakaan kerja.

Biaya tambahan dari variabel yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah

pengamh kecelakaan. Pengamh kecelakaan dapat dimasukkan sebagai variabel biaya

tidak langsung yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja. Penumiian

produktivitas kerja diakibatkan oleh kondisi fisik dan psikis dan korban kecelakaan

dalam melamutkan pekerjaannya, hilangnya faktor produksi dan rendahnya efisiensi

kerja dari pekerja lain, hilangnya waktu pekerja lain waktu menolong korban dan

kekacauan pada jadwal pekerjaan ( Koesmargono, 1998 )

Penghitungan dilakukan berdasarkan data yang dipcroteh di lapangan tentang

kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk masing - masing

faktor tersebut di atas dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

Walaupun saat ini secara uimim telah disepakati bahwajumlah perbandingan

antara jumlah kerugian tidak langsung dengan kerugian langsung ini berkisar antara
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dua sampai lima kali tergantung pada keadaannya, banyak penulis masih

mempertanyakan apakah cukup berarti untuk membandingkan angka - angka

tersebut, karena rasio - rasio ini berbeda secara mencolok antara industri yang satu

dengan laiimya, tergantung pada jenis luka, kemsakan yang diakibatkan dan banyak

lagi variabel - variabel lainnya. Jelas bahwa menghitung besarnya kemgian suatu

kecelakaan adalah penting, tetapi kesemuanya haruslah didasarkan kepada biaya yang

sebenamya, sehingga dapat dijadikan landasan bagi tindakan positif untuk

pencegahan kecelakaan. Jadi bukanlah didasarkan pada biaya samar - samar yang

seringkali malah mengaburkan permasalahan dan mengundang pertentangan pendapat

dari berbagai segi industri. Sebuah contoh yang baik tentang biaya yang sebenamya

ini adalah biaya kompensasi bagi pekerja. Tak dapat diragukan lagi bahwa

peningkatan biaya kompensasi pekerja selama beberapa tahun belakangan ini

merupakan faktor penting yang menarik perhatian bagi semua pihak yang

berkepentingan tentang semakin mendesaknya kebutuhan peroaikan dalam langkah -

langkah pencegahan kecelakaan (International Labour Office, Geneva, 1989 )

3.5 Perhitungan Biaya Langsung

Perhitungan biaya langsung berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan

kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk :

1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan

2. Biaya pengobatan

3. Biaya perawatan

4. Biaya rum ah sakit
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5. Biaya transportasi

6. Upah selama tidak mampu bekerja

7. Biaya perbaikan alat / mesin

8. Biaya atas kemsakan bahan

3.6 Perhitungan Biaya Tidak Langsung

Pengliitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan menghitung upah

pekerja per jam dikalikan waktu produksi yang hilang atau dapat dimmuskan sebagai

berikut:

Biaya waktuproduksi hilang = Upah rata-rataperjam x waktu produksiyang hilang

Keterangan :

1. Upah rata - rata per j am

Dihitung berdasarkan upah yang diterima per hari dibagi dengan jam

kerja.

Contoh : Upah sehari Rp 17.500, jam kerja sehari 8 jam kerja maka upah

per jamnya adalah : 17'5°° =2187..5 =Rp 2.200,00
Sjam

2. Waktu produksi yang hilang

Dihitung berdasarkan interview I wawancara kepada pekerja, peugawas,

dan buku laporan hari an / mingguan.

3. Santunan yang diberikan oleh pihak PT Jamsotek terhadap klaim

kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:
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a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kc ruinah sakit / rumah

tenaga kerja ( maksimal ) :

I.Darat Rp. i00.000,00

2. Laut Rp. 200.000,00

3.Udara Rp. 250.000,00

b. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja ( STMB )

1. 4 bulan pertama 100% upah

2. 4 bulan kedua 75% upah

3. Selanjutnya 50% upah

c. Biaya perawatan dan pengobatan rumah sakit ( maksimal )

Rp. 4.000.000,00

d. Santunan cacat

1. Total - tetap

i. Sekaligus 70% x 60 bulan atau Rp. 1.500.000,00

ii. Berkala ( 2 tahun ) Rp. 25.000,00/ bulan

2. Kurang fungsi

% kurang fungsi x % table x 60 bulan gaji

e. Santunan kematian ( maksimal)

1. Sekaligus 60% x 60 bulan gaji (tanpa perhitungan

ahli waris ) atau Rp. 2.000.000,00

2. Berkala ( 2 tahun ) Rp. 25.000,00/ bulan

3. Biaya pemakaman Rp 400.000,00
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f. Biaya rehabilitasi

1. Alat ganti ( Prothese ) anggota badan (patckan harga dari Rumah

Sakit DR Suharso, Surakarta)

2. Alat bantu ( kursi roda ), dibantu 40% dari haiga alat bantu.

g. Penyakit akibat kerja

Tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun

setelah putus hubungan kerja.

3.7 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja

3.7.1 Klasifikasi Kecelakaan

Telah ditetapkan klasifikasi majemuk yang merupakan hasil dari Konferensi

Ahli Statistik Pekerja Intemasional Kesepuluh ( Tenth Intemasional Conference of

Labour Statisticians ) yang diselenggarakan oleh ILO. Disini kecelakaan dalam

industri diklasifikasikan masing - masing dalam empat pcngelompokan sebagai

berikut:

a. Jenis kecelakaan

Jenis kecelakaan mencirikan kcjadian yang secara langsung

mengakibatkan luka tersebut.

b. Perantara

Perantara dari bagian kecelakaan mencirikan suatu proyek, substansi

ataupun tempat, dimana kondisi berbahaya di atas ada.

c. Si fat luka

Mencirikan luka berdasarkan ciri - ciri utama fisik.
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d. Lokasi tempat luka di tubuh

Bagian tubuh yang terkena mencirikan bagi^n mbuh orang yang lerkena

langsung oleh sifat luka yang telah dicirikan.

Apapun bentuk klasifikasi yang digunakan, tampaknya sebagian besar

penyebab kecelakaan yang ditemukan tcrr.yata tidak terjadi pada mesin -• mesin

berbahaya (seperti bulldozer, pengaduk beton dll) atau bahan - bahan yang paling

berbahaya (seperti cairan yang mudah terbakar), tetapi umumnya terjadi pada

tindakan yang biasa - biasa saja seperti tersandung, terjatiih, terjepit / terjebak / di

dalam / diantara, terlanggar / tertimpa / terbentur, tersengat aliran listrik, benda

tangan / benda yang dipegang, penanganan atau pengangkatan barang ataupun

penggunaan perkakas kerja tangan secara keliru.

Pada pekerjaan konstruksi teknis, jenis kecelakaan paling atama terjadi pada

proses penanganan ( lebih dari 25 % ), selanjutnya diikuti oleh kecelakaan akibat

teijatuh ( kurang lebih 20 % ). Keseluruhan angka- angka ini menggambarkan sifat-

sifat kecelakaan sehari -hari. {Intemasional LabourOffice, Geneva, 1989)

3.7.2 Penyebab Kecelakaan

Sebelum suatu tindakan penanggulangan yang tepat terhadap kecelakaan

dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu

bisa terjadi. Keterangan lengkap hams diperoleh melalui penyelidikan secara hati -

hati terhadap setiap kasus. Setiap kecelakaan, sampai - s&mpai yang terkecilpun harus

diselidiki. Biasanya penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah :

1. Kelelahan fisik pekerja
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2. Ketidakterampilan pekerja

3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan

4. Dipacunya jadwal pekerjaan

5. Kegiatan lembur yang kurang efektif

6. Pengawasan yang kurang

7. Pendidikan pekerja yang kurang

8. Keinginan pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan.

(Koesmargono, 1998)

Sedangkan penggolongan sebab - sebab kecelakaan kerja secara umum dapat

digolongkan sebagai berikut ( Intemasional Labour Office. v'<U ) \ :

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan ('Unsafe

Human Act')

2. Kcadaan lingkungan yang tidak aman ('Unsafe Condition ')

3.7.3 Penyelidikan kecelakaan

Tujuan dari penyelidikan kecelakaan adalah untuk menemukan berbagai

penyebab kecelakaan, sehingga dengan dcmikian dapat ditemukan langkah - langkah

pencegahan yang tepat. Dewan Keselamatan Nasicnal Air.erika Serikat

mengemukakan beberapa alasan tentang pcnyelidikan kecelakaan sebagai berikut :

a. Mempelajari berbagai penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan serupa

akan dapat dicegah dengan cara perbaikan mekanis, pengawasan yang

lebih baik, atau dengan pelatiham kerja.
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b. Menentukan pembahan atau penyimpangan yang menyebabkan teriadinya

kesalahan yang berakibat kecelakaan ( analisis sistem keselamatan )

c. Mengumumkan bahaya terientu kepada para karyawan dan supervisornya,

dan mengarahkan perhatian merekapada upaya pencegahan kecelakaan.

d. Menentukan fakta untuk dipertanggungjawabkan secara resmi. Suatu

penyelidikan yang semata - mata dilakukan untuk tujuan ini jarang dapat

memberikan informasi yang cukup memadai untuk upaya pencegahan

kecelakaan. Di sisi lain suatu penelitian untuk kepentingan pencegahan,

mungkin sekali tidak menyertakan fakta yang am at penting untuk

menetapkan siapa yang hams bertanggungjawab.

3.7.4 Sistem Laporan Kecelakaan Kerja

Sistem laporan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan proyek

konstmksi khususnya dalam hal keselamatan kerja. Tidak ada suatu kejadian atau

kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapapun sekecibkecdnya. Laporan

kecelakaan menyeluruh adalah alat menejemen yang peka terhadap kerugian.

Kerugian dikategorikan menjadi kerugian kecil, sedang atau besar. Namun

kecelakaan kerja dari kategori apapun hams dianggap penting dalam menejemen

proyek. Kejadian atau kecelakaan yang tidak dilaporkan akan berakibat buruk bagi

proyek, seperti kanker dalam tubuh manusia.

Adapun beberapa alasan mengapa seorang pengawas atau mandor tidak

melaporkan suatu kecelakaan .

1. Memelihara cacatan yang bersih dari noda kecelakaan
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2. Menganggap remeh luka kecil yang tidak berakibat buruk dalam

produktivitas kerja.

3. Menge1akkan tanggung j awab

4. Sam a sckali tidak memahami akibat suatu kecelakaan.

Sebab - sebab di atas satupun tidak ada yang dapat dibiarkan dalam sistem

menejemen pengendalian kerugian secara menyeluruh. Setiap orang yang terlibat

dalam unsur menejemen hams memegang peran penting dalain ceiaporan. Setiap

laporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi hams didukung oleh data yang

lengkap. Data yang lengkap akan membantu pertanggungiawaban dan pengukuran

kecelakaan kerja secara tepat.

3.7.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan - kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan - ketentuan yang diwajibkan

mengenai kondisi - kondisi kerja pada umumnya, perencanaan,

konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara

kerja peralatan industri, tugas - tugas pengusaha dan buruli, latihan,

supcrvisi medis, PPPK, dan pemeliharaan keseiiatan.

2. Standarisasi, yaitu penetapan standar - standar rosnti, sctengah resmi atau

tidak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat - syarat

keselamatan jenis peralatan industri tcrlentu, praktck keselamatan dan

hygiene umum, atau peralatan perlindungan diri.
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3. Pengawasan, pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangai.

yang diwajibkan.

4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri - ciri bahan yang

berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengpman, pcngujian alat

perlindungan diri.

5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan

patologis faktor lingkungan clan teknologis dan keadaan fisik yang

mengakibatkan kecelakaan.

6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang

menyebabkan terjadinya kecelakaan.

7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang

terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa

sebab - sebabnya.

8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam

kunkulum tekmk, sekolah permagaan atau kursus pcrtukangan.

9. Latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja

vans' baru dalam keselamatan kerja.

lO.Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan

lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.

ll.Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegaban

kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar

oleh perusahanjikatindakau -tindakan keselamatan sangat baik.
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12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran

utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaaniah,

kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaar. pada suatu perusahaan

sangat tergantung pada tingkat kesadaran atau keselamatan kerja oleh

semua pihak yang bersangkutan.

(International LabourOffice, 1989)

3.8 Penerapan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja

1. Menurut Undang - Undang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1970 Norn or I)

a. BAB V, Pembinaan, Pasai 9 yang berbunyi :

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjclaskan pada tiap

tenaga kerja tentang :

a) Kondisi - kondisi dan bahaya - bahaya serta yang dapat timbul

dalam tempat kerjanya.

b) Semua pengamanan dan alat - alat pevlmdungan yang

diharuskan dalam tempat kerjanya.

c) Alat - alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang

bersangkutan.

d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang

bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah

memahami syarat - syarat tersebut dialas.



32

3. Pengurus diwajibkan memenuhi dan meutaati semua syarat -

syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja

yang dijalankan

b. BAB VII, Kecelakaan, Pasal 11 yangbcrbunyi :

1. Pengurus diwajibkan melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam

tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh

menteri tenaga kerja.

2. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas

dan lainnya ditetapkan oleh menteri tenaga kerja.

c. BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang

berbunyi :

" Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati

semua petunjuk Keselamatan Kerja dan memakai alat - alat

perlindimgan diri yang diwajibkan."

2. Menurut Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor : Kep-196 / MEN / 1999

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Bab 11, Kepescrtaan dan Program, Pasal 2 yang berbunyi :

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :

a. Mcnjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau

b. Berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau
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c. Berada di Indonesia,mcwakili perusahaan sebagaunana dunaksud

pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah

Indonesia,

dan memperkerjakan tenaga kerja hari an lepas, borongan dan

perjanjian waktu tertentu kurang dan 3bular. secara berturut - turut

wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program

jaminan tenaga kerja dan jaminan kematian kepada Badan

Penyelenggara

2. BAB III, Besar dan Tata Cara Pembayaran luran, Pasal 9 yang

berbunyi :

1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai

berikut:

a) Jaminan Kecelakaan kerja yang penncian besarnya iuran

berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum

dalam lampiran I sebagai berikut:

Kelompok I :0,24 %dan upah sebulan

Kelompok II : 0,54 %dan upah sebulan

Kelompok III : 0,89 %dan upah sebulan

Kelompok IV : 1,27 %dan upah sebulan

Kelompok V : 1,74 %dari upah sebulan

( Bidang Konstruksi beratmasuk dalam kelompok V)
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Untuk menghitung besarnya premi asuransi menurut Bab 111

adalah pasal 9 :

X pekerja x ~>] jam kerja x 26 (hari) x 12 (bulan) x upah

rata- rata perbulan x 1,74 % (faktor pengali) = Premi yang

harus dibayair selama pertangguhan 1 tahun

b) Jaminan hari tua ( JHT ) sebesar 5,7 % dari upah sebulan

c) Jaminan Kematian ( JK ) sebesar 0,3C % dari upah sebulan

d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK ) sebesar 6 % dan

upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3

% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

2) Iuran jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kematian, dan jaminan

pemeliharaan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh pihak

pengusaha

Pasal 10 yang berbunyi :

1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstmlcsi dan

nilai komponen upahnya tidak diketahui dan tidak tercantum,

maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian ditetapkan sebagi berikut :

a) Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00

( seratus juta rapiab ) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak kerja

konstruksi.
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b) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah ) sampai uengan Rp. 500.000.000,00 ^ lima ratus juta

rupiah ) sebesar penetapan iuran huruf a ditarnbah 0,19 % dari

selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )

c) Pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (limaratusjuta

rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar

rapiah ) sebesar penetapan iuran huruf b ditarnbah 0,15 % dari

selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah )

d) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar

rapiah ) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar

rapiah ) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12 % dan

selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.

1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah )

e) Pekerjaan konstmksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 ( lima

milyar rupiah ) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10

% dari selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah )

Sedangkan perhitungan estimasi biaya pada proyek

Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dengan
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minus pembayaran premi asuransi pada PT. Jamsostek yang

tertera dalam Bab III pasal 10 :

( 0,24% + 0,19 % + 0,15 % + 0,12 % ) x (nilai kontrak -

Rp.1.000.000.000,00) = Premi asuransi selama proyek

berjalan

2) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar

perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

dikurangi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )

Pasal 11, yang berbunyi :

Dalam hal pembayaran iuran jaminan keceiakaan kerja dan jaminan

kematian didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimaaa

dimaksud dalam pasal 10 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi

dilakukan secara voor financiering, maka pembayaran iuran dapat

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) Sekaligus secara tunai pada saat mulainya pekerjaan konstruksi

atau pada saat mencrima pembayaran phase pertama.

b) Bertahap sesuai phase pembayaran, dengan ketentuan seluruh

iuran hams sedah lunas selambat - lambatnya pada saat penyedia

jasa menerima pembayaran phase terakhir.

Pasal 12, yang berbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran tenaga

kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai
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ketentuan Keputusan Manteri Tenaga Kerja Nomor Kep 150 / MEN /

1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian

Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 13, yang berbunyi :

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa

konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomoi

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993

tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran Jaminan, Pasal 14 yang

berbunyi :

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga harian

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah .Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 1998 tentang Pcrabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02 /

MEN / 1997 tentang Peningkatan Biaya Pcrsalinan, Kaca Mata dan
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Prothese Gigi bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

Pasal 15, yang berbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran

jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja

waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Nomor 150 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16, yang berbunyi :

a) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja

tenaga kerjanya kepada kantor Departemen / Dinas Tenaga Kerja

setempat dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993 tentang

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosisal Tenaga

Kerja.

b) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya

atau teman sekerjanya berhak melaporkan kejadiannya kecelakaan

kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa

menyampaikan laporan sebagaimana di maksud pada ayat 1.
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Pasal 17, yang berbunyi :

1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :

a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan

b. Memberikan terlebih dahulu ongkos pengangkutan dan tempat

terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya.

c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan

d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu

bekerja.

dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan

Penyelenggara.

2) Badan Penyelenggara selambat - lambatnya 1 bulan terhitung

sejak syarat - syarat teknis dan administrasi di penuhi hams

membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal 18, yang berbunyi :

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja bagi

tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu

pada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993 tentang Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaan Iuran, Pembayaran Santunan

dan Pelayanan Jaminan Sos.al Tenaga Kerja.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Diskripsi Wilayah Penelitian

Untuk mendukung jalannya penelitian, maka dipilih Proyek Pembangunan

Sport Center Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.

4.2 Peralatan Penelitian

Semua alat yang mendukung penelitian :

1. Blangko daftar wawancara

2. Komputer sebagai alat bantu pembuatan laporan

4.3 Inventaris Data

Untuk meneliti dan menganalisa besarnya biaya dan pencegahan kecelakaan

kerja pada Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap diperlukan suatu

metode pengumpulan data kecelakaankerja yang terjadi selama pembangunan sedang

berjalan. Inventaris data dilakukan seperti dibawah ini :

4.3.1 Pengumpulan Data

a. Data yang berkaitan dengan korban kecelakaan kerja yang bensi nama

perusahaan, alamat dan nomor telepon, jenis usaha, nama tenaga kerja, tempat

dan tanggal lahir, jenis pekerjaan, upah tenaga kerja, tempat kecelakaan, tanggal

40
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kecelakaan, uraian kecelakaan, akibat yang diderita korban, nama dan alamat

dokter, keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama, kecelakaan yang dicatat

dalam buku kecelakaan, perkiraan kerugian, dan keterangan lain yang perlu.

b. Data yang berkaitan dengan pekerja yang menolong korban kecelakaan kerja

yang berisi tentang jenis pekerjaan, upah per hari dan waktu produksi yang

hilang.

c. Data yang berkaitan dengan usaha pemsahaan dalam mengatasi kecelakaan kerja

yang berisi keterlibatan supervisor, eksekutif, pengawas atau pegawai lain yang

pada saat terjadi kecelakaan, menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan

kerja, membuat laporan, melatih pekerja bam untuk menggantikan korban,

mengatur / merencanakan kerja yang terganggu akibat kecelakaan kerja,

memperbaiki alat-alat yang rusak.

4.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan di dua tempat yaitu di kantor dan di proyek tempat

berlangsungnya pekerjaan. Untuk mendapatkan data kecelakaan di lakukan apabila

terdapat data-data yang berkaitan dengan kecelakaan kerja pada saat proyek sedang

berlangsung. Data-data tersebut ddak tercantum dalam buku laporan keuangan

maupun laporan bulanan. Data tersebut meliputi jenis pekerjaan, upah pekerja per

hari, jenis luka, jenis kecelakaan, waktu produksi yang hilang, penyebab kecelakaan,

kronologiskejadian kecelakaan dan keterkaitan dengan pekerjaan.
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4.3.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka sifatnya melengkapi kekurangan yang terdapat pada

pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur yang mendukung penelitian

dan merupakan bahan untuk mencari solusi bagi pengendalian biaya akibat

kecelakaan kerja dengan mencari cara pencegahan kecelakaan kerja yang tepat.

4.4 Tahapan Penelitian

Prosedur dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tahapan perumusan masalah

Tahapan ini meliputi perumusan terhadap topik penelitian, termasuk

tujuan dan pembahasan masalah.

2. Tahap perumusan teori

Pada tahap ini dilakukan pengkajian pustaka terhadap teori yang

melandasi penelitian dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan

dalam pelaksanaan penelitian.

3. Tahap pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Sport

Center Kabupaten Cilacap, yang meliputi :

a. Pengumpulan data

b. Wawancara dengan pihak kontraktor dengan cara mengajukan

beberapa pertanyaan.
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4. Tahap analisis dan pembahasan

Data dan hasil pertanyaan dianalisis, kemudian dunasukan dalam rumus-

rumus yang terkait. Hasil penelitian kemudian dibahas dan ditinjau sesuai

dengan teori yang melandasi dan studi pustaka untuk mencari solusi dari

masalah pencegahan kecelakaan kerja.

5. Tahap penarikan kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan data hasil wawancara dapai diambil

kesimpulan berdasar teori yang digunakan untuk menjavvab pcmccahan

permasalahan tentang keselamatan dan kecelakaan kerja.



BAB V

ANALISIS DATA PROYEK

5.1 Data Umum Proyek

Setelah dilakukan penelitian pada proyek Pembangunan Sport Center di

Kabupaten Cilacap dari tanggal 15 Desember 2003 - 15 Januari 2004 yang berupa

pengumpulan data kecelakaan kerja dan wawancara terhadap pelaksana proyek

berkaitan dengan terjadinyakecelakaan kerjamaka didapat data sebagai berikut:

Nama Proyek

Lokasi Proyek

Pemilik Proyek

Pelaksana Proyek

Permulaan Proyek

Nilai Proyek

Nilai Proyek s/d akhir penelitian

Luas bangunan

Rangka atap tennis indoor

Pondasi

: Proyek Pembangunan Spoit Center

Kabupaten Cilacap

: Jl. Dr. Soetomo No. 51 Cilacap

: Pemerintah Daeiah Kabupaten Cilacap

: PT. Sri Perdana

: 23 April 2003

: + Rp. 3.800.000.000,00

:±Rp. 3.000.000.000,00

: ± 9.000 m2

•.Pipabaja 0 3" dan 0 2"

: Foot plate

44



Tabel 5.1 Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja PT. Sn Perdana

No

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nama alat keselamatan kerja

Safety Belt

Helm

Sarang tangan las

Pelindung telinga

Masker

Sepatu boot

Wearpack

Kacamata las

Safely Glasses

Jumlah

20 buah

25 buah

25 pasang

35 pasang

40 buah

45 pasang

55 buah

10 buah

45 buah

45

Alat - alat keselamatan kerja tersebut merupakan barang inventaris

perusaliaan yang telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan sebelumnya.

5.2 Analisis Data Terhadap Keseluruhan Kecelakaan Kerja yang Terjadi

Selama Pelaksanaan Pembangunan ProyekSport Center

Kecelakaan kerja mulai terjadi pada saat pembangunan struktural dan sampai

tanggal 15 Januari 2004 (akhir penelitian) diperoleh data kecelakaan kerja sebanyak

18 kah. Data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dihitung biayanya

untuk tiap komponen data dan di dapat biaya untuk masing - masing komponen di

antaranya adalah sebagai berikut:
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1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), biaya transportasi dan

pengurusan kecelakaan kerja.

2. Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit.

3. Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja.

4. Biaya pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja.

5. Biaya untuk waktu produksi yang hilang terdiri dan :

a. Biaya waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang mengalami

kecelakaan kerja

b. Biaya waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang tcrhcnti

karena pekerja lain memberi pertolongan kepada korban yang

mengalami kecelakaan kerja

c. Biaya waktu produksi yang hilang dari pelaksana kadannya

dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

5.2.1 Biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Biaya Transioortasi

dan Pengurusan Kecelakaan Kerja

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada penelitian ini

mencakup keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada

korban kecelakaan kerja. Biaya transportasi mencakup biaya angkut korban

kecelakaan kerja ke rumah sakit, biaya transportasi pengurusan kecelakaan kerja, dan

tranportasi perawatan lainnya. Biaya pengurusan kecelakaan kerja mencakup semua

biaya telekomunikasi untuk pengurusan korban kecelakaan kerja. Jumlah semua

biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2 :
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Tabel 5.2. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) / transportasi /

pengurusan

No

2.

3.

4.

5.

6.

Jenis Pertolongan

Obat - obatan dan P 3 K (April 2003 s/d

November 2003)

Tranportasi pengurusan Bpk. Sugeng K

Transportasipengurusan Bpk. Waluyo Anggi

Transportasi pengurusan Bpk. Mujianto

Transportasi pengurusan Bpk. Sudin

Transportasi kecelakaan kecil (14 X )

Jumlah

Biaya (Rp)

Rp. 375.000,00

Rp. 25.000,00

Rp. 25.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 30.000,00

Rp. 535.000,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan biaya pertolongan

pada kecelakaan (P3K) biaya transportasi dan biaya pengurusan kecelakaan kerja

adalah Rp. 535.000,00.

5.2.2. Biaya Perawatan, Pengobatan dan Rumah Sakit

Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit pada penelitian mencakup

keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani korban

kecelakaan kerja selama masa perawatan, pengobatan dan rawat inap di rumah sakit.

Daridata diperoleh 18kejadian kecelakaan kerja dan dapat dilihat pada tabel 5.3
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Tabel 5.3. Biayaperawatan / pengobatan / rumah sakit

No.

1.

Klasifikasi sifat luka Frekuensi Biaya

Tergilas molen 1 Rp. 250.000,00

2. Terjatuh dari scaflolding 1 Rp. 1.500.000,00

3. Tertusuk paku 3 Rp. 150.000,00

4. Terkena cangkul 2 Rp. 100.000,00

5. Tergores besi tulangan 5 Rp. 125.000,00

6. Kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat

kerja

2 Rp. 220.900,00

7. Tertimpa batu bata 3 Rp. 450.000,00

8. Terjatuh dari atap 1 Rp. 1.400.000,00

Jumlah 18 Rp. 4.195.900,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :

a. Luka dengan frekuensi terbanyak : tergores besi tulangan.

b. Luka dengan biaya tertinggi pertama : terjatuh dari scaffolding.

c. Luka dengan biaya tertinggi kedua : terjatuh dari atap.

5.2.3 Biaya Upah Lembur Untuk Penanganan Kecelakaan Kerja

Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja adalah semua biaya

upah lembur untuk para pelaksana yang mengurus korban kecelakaan kerja. Jumlah

biaya upah lembur dapat dilihat pada tabel 5.4 :



49

Tabael 5.4 Upah lembur pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja

No Jabatan Uang lembur Lama Biaya lembur

Per-jam (a) Iernbur Jam

(b)

Rp (c =;» x b)

1. Koordinator pelaksana lap. Rp. 14.000,00 3 42.000

2. Pelaksana lap. ( logistic ) Rp. 14.000,00 3 42.000

3. Pelaksana lap. Rp. 14.000,00 7 98.000

4. Staf pelaksana lap. Rp. 14.000,00 n 154.000

5. Surveyor Rp. 14.000,00 u 154.C00

Jumlah 35 jam orang 490.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah seluruh uang lembur untuk pelaksana yang

berkaitan dengan kecelakaan kerja sebesar Rp. 490.000,00

5.2.4 Biaya pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

Pada tanggal 10 Mei 2003 pihak kontraktor proyek membayar premi asuransi

PT. Jamsostek sebesar Rp. 6.500.000,00 sebagai angsuran pertama, sedangkan total

yang hams dibayarkan kepada PT. Jamsostek adalah Rp. 19 600.000,00.

5.2.5 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang

Biaya ini meliputi :

1. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja.
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2. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang terhenti

karena pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja.

3. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan

kecelakaan yang terjadi.

5.2.5.1 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dan' Pekerja yang Mengalami

Kecelakaan Kerja

Perhitungan biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan biaya

total dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Hasil pengolahan data dari pengumpulan dataproyek tentang kecelakaan kerja

dapat di lihat dalam tabel 5.5. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai biava total

kehilangan produksi yang hilang dapat dirupiahkan yaitu dengan mengalikan faktor

upah rata - rata perjam dengan waktu produksi yang hilang.

Contoh perhitungan waktuproduksi yang hilang (jam orang ) :

Pada kasus kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Mujianto ( tukang kayu )

yang terjatuh dari atap dengan ketinggian 4,5 m Bapak Mujianto tidak dapat bekerja

selama 8 hari maka perhitungan waktu produksi yang hilang dari Bapak Mujianto

adalah :

1hari kerja = 8 jam kerja, maka waktu yang hilang adalah 8 jam kerja x 8 hari

tidak dapat bekerja = 64 jam orang
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Tabel 5.5. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja

No Jenis Jumlah Upah Rata - Waktu Produksi Biaya ( Rp)

Pekerja Pekerja rata Per jam

(a)

yang Hilang

(b)

( c = a x b )

1. Pekerja 6 orang 1875 88 jam orang 165.000

2. Tukang batu 2 orang 2200 48 jam orang 105.600

3. Tukang besi 6 orang 2500 154 jam orang 385.000

4. Tukang kayu 4 orang 2500 112 jam orang 280.000

Jumlah 18 orang 402 jam orang 935.000

Berdasarkan tabel di atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu

produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah

Rp 935.000,00.

5.2.5.2 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerjaan yang Tcrbenti

Karena Pekerja Lain Menolong Korban Kecelakaan Kerja

Biaya ini mencakup kondisi dimana pekerja lain yang mempunyai lingkup

pekerjaan lain menolong korban kecelakaan kerja, mengatur proses produksi di

tempat pekerja yang terluka, dan mengganti posisi pekerjaan pekerja yang terluka.

Biaya dimunculkan dalam bentuk tabel, lihat tabel 5.6 :
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Tabel 5.6. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja lain

menolong korban kecelakaan kerja.

No. Jenis Pekerja Jumlah Upah Rata- Waktu Produksi Biaya ( Rp)

Pekerja rata Per jam

(a)

yang Hilang

(b)

( c = a x b )

1. Pekerja 40 orang 1.875 95 jam orang 178 125

2. Tukang batu 15 orang 2.200 45 jam orang 99.000

3. Tukang besi 10 orang 2.500 25 jam orang 62.500

4. Tukang kayu 25 orang 2.500 28 jam orang 70.000

5. Tukang pipa 2 orang 2.100 2 jam orang 4.200

6. Mandor 5 orang 4.00.0 5 jam orang 80.000

493.825Jumlah 97 orang j 200 jam orang

i

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang terhenti karena

pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja adalah Rp. 493.825,00

5.2.5.3 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pelaksana Kaitannya

dengan Kecelakaan Kerja yang Terjadi

Biaya ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan pelaksana karena hams

menyelidiki penyebab kecelakaan kerja , pengurusan korban kecelakaan kerja untuk

mendapatkan santunan asuransi dari pihak PT. Jamsostek dan pengurusan perawatan

korban kecelakaan. Biaya - biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7.
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Tabel 5.7. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pelaksana kaitannya dengan

kecelakaan kerja yang terjadi

TSo. Jenis Pekerja J u ml ah Upah Rata- Waktu Produksi 1 Biaya ( P.p)

Pekerja rata Per jam

(a)

yang Hilang

(b)

(c = iixb)

1. Sopir 1 3.000 30 jam orang 90.000

2. Mandor 4 4.000 28 jam orang 112.000

3. Staf Pelksn. Lap. I 3.375 6 jam crang 20.250

4. Pelksn. Lapangan 3 4.850 3 jam orang 14.550

Jumlah 9 67 jam orang 236.000

Berdasarkan tabel diatas diketahui baliwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dan pelaksana hubungannya dengan

kecelakaan kerja yang terjadi adalah Rp.236.000,00

5,3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung diketahui ketika sebab kecelakaan

kerja terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terlihat (terselubung /
tersebunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Dan hasil

penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa :
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Biaya Langsung = (biaya pertolongan pertama pada kecelakaan / biaya

transportasi / biaya pengurusan kecelakaan) + (biaya

perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit) 4 (biaya

upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan

kecelakaan kerja)

= 535.000 + 4.195.900 + 490.000

= Rp. 5.220.900,00

Jadi biaya langsung yang dikeluarkan oleh pihak kcntraktor akibat terjadinya

kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar

Rp. 5.220.900,00

Biaya tidak langsung = (biaya untuk waktu produksi yang hilang akibat

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja) +

(biaya waktu produksi yang hilang untuk

pekerjaan yang terhenti karena pekerja iain

menolong korban kecelakaan) + (biaya waktu

produksi yang hilang untuk pelaksana kaitannya

dengan kecelakaan kerja yang terjadi)

= 935.000 + 493.825 + 236.000

= Rp. 1.664.825,00

Jadi biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya

kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar

Rp. 1.664.825,00
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Perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah :

5.220.900 = 3,1360
1.664.825 1

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil beberapa penelitian yang telah d'lakukan

terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh

Inspektorat Pabrik Pemerintah ( Her Majesty's Factory Inspectorat atau HMFI ) di

Inggris, bahwa rasio antara biaya langsung dan biaya tidak langsung kira - kira 1:3.

Kemudian dari Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (Departement ofHeath

and Social Security atau DHSS) di Inggris adalah 1:2. Sedangkan oleh Heinrich

tahun 1959 menghitung rasio sebesar 1 : 4, dan De Reamer tahun lc'80

mengungkapkar bahwa besarnya rasio itu bervariasi antara 1 : 2,3 sampai 1 : 101

(International Labour Office, Geneva 1989).

Penelitian yang dilakukan ini memberikan hasil, perbandingan antara biaya

langsung dengan biaya tidak langsung adalah 3,1360 : '. Hal ini disebabkan oleh

sistem pelaporan yang hanya mencacav kecelakaan - kecelakaan berat saja,

sedangkan untuk kecelakaan - kecelakaan kecil yang jumlahnya mungkin cukup

banyak dan mengakibatkan hilangnya waktuproduksi yang cukup banyak pula, hanya

sebagian yang dilaporkan atau ditulis dalam buku harian proyek.

5.4 Total Biaya Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui besarnya biaya total yang

haras dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani kecelakaan kerja, yaitu

jumlah antara biaya langsung dan biayatidaklangsung.
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Total biayakerugian kecelakaan kerja = Biaya langsung + Biaya tidak langsung

= Rp. 5.220.900,00 + Rp. 1.664.825,00

= Rp. 6.885.725,00

Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat adanya

kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00

Pada saat akhir penelitian yaitu pada bulan Januari 2004 nilai proyek sudah

mencapai Rp. ±3.000.000.000,00. Maka jika keselumhan biaya yang dikeluarkan

oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja diprosentasekan, hasi'.nya

adalah sebagai berikut :

6-885725 x100% =0,2295%
3.000.000.000

Jika dilihat dari prosentase nilai proyek, maka biaya kerugian akibat

kecelakaan kerja ini memang kehhatan kecil jumlahnya ( 0,2295 % ), dan jika dilihat

dari jumlah nominal rupiah biaya kemgian akibat kecelakaan kerja ini jumlahnya

relativ kecil yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00. Apalagi mengingat jumlah kecelakaan

yang terjadi hanya 18 kali kejadian kecelakaaan kerja dan gedur.g tersebut adalah

bukan bangunan bertingkat.

5.5 Analisis Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Dari hasil penghitungan seluruh biaya kerugian akibat kecelakaan kerja dapat

diketahui bahwa total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah jumlah dan

biaya langsung akibat kecelakaan kerja dan biaya tidak langsung akibat kecelakaan

kerja. Nilai dari biaya - biaya tersebut adalah :
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a. Total biaya kemgian akibat kecelakaan kerja = Rp. 6.885.725,00

b. Biaya langsung = Rp. 5.220.900,00

c. Biaya tidak langsung = Rp. 1.664.825,00

Maka prosentase biaya langsung akibat kecelakaan kerja dari seluruh total biaya

kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

5220900 x,00% =75,822%
6.885.725

Sedangkan prosentase biaya tidak langsung akibat adanya kecelakaan kerja dari

seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

L664825x 100% =24,178%
6.885.725

Jadi keseluruhan biaya akibat kecelakaan kerja, biaya langsung merupakan

pengeluaran biaya paling besar (75,822 %) dibandingkan dengan biaya tidak

langsung (24,178 %)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa biaya langsung meliputi biaya

P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan kerja, biaya perawatan / pengobatan /

biaya rumah sakit, biaya upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan

kerja. Nilai dari biaya - biaya tersebut adalah :

a. Biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan : Rp. 535.000,00

b. Biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit : Rp. 4.195.900,00

c. Biaya upah lembur pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja

: Rp 490.000,00
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Dari ketiga biaya tersebut didapat bahwa biava terbesar adalah biaya

perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit yaitu sebesar Rp. 4.195.900,00 atau jika

diprosentasekan sebesar 80, 5293% dari keseluruhan biayalangsung.

5.6 Peranan PT. Jamsostek yang Berkaitan dengan Kecelakaan Kerja

Dalam hal penanganan kecelakaan kerja PT. Jamsostek memiliki beberapa

peranan penting di antaranya adalah memberikan perlindungan dasar bagi tenaga

kerja guna menjagaharkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko

- resiko yang timbul dalam hubungan kerja. Yang di maksud dengan perlindungan

dasar adalah perlindungan secukupnya yang dapat memangkau seluruh lapisan tenaga

kerja. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Jamsostek berlaku prinsip gotong

royong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan yang

berpenghasilan tinggi membantu mereka yang berpenghasilan rendah.

Manfaat dari program Jamsostek tersebut adalah :

a. Bagi perusahaan

Terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja. Kondisi mi pada gil.rannya

akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Beralihnya tanggungjawab

pengusaha atas kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

kepada PT. Jamsostek (Persero).

b. Bagi tenaga kerja

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
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tenaga kerja berapa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Penyebab Kecelakaan

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan maka penyebab

kecelakaan dari 18 kali kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek

Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dikarenakan akibat

tindakan yang tidak aman (Unsafe Human Act) dan kecelalcaan dikarenakan

kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition).

6.1.1 Kriteria Tindakan tidak Aman ( Unsafe Human Act ) dan Kondisi

tidak Aman ( Unsafe Condition)

Unsafe Human Activity adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh

kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaannya, sebagai contoh dalam

pembangunan Proyek Sport Center Kabupaten Cilacap adalah kasus kecelakaan

pada tabel 6.1 tentang penyebab kecelakaan akibat tidakan tidak aman ( Unsafe

Human Act).

Unsafe Condition adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kondisi

lingkungan proyek kurang diperhatikan keamanannya oleh para pekerja, sebagai

contoh adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.2 tentang penyebab kecelakaan

akibat kondisi yang tidak aman (Unsafe I 'ondition ).

Berikut tabel 6.1 dan 6.2 kriteria kecelakaan tersebut:
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Tabel 6.1. Penyebab kecelakaan akibat tinaakan yang tidak aman (Unsaje Human

Activity)

No. Jenis Kecelakaan Frekuens? ' Biaya

1. Tertusuk paku
o

j
Rp. 150.000,00

2. Tergilas molen 1 Rp. 250.000,00

3. Tergores besi tulangan 5 Rp. 125.000.00

4. Terkena cangkul 2 Rp. 100.000,00

5. Kecelakaan lalu lintas saat

berangkat menuju tempat

(proyek)

akan

kerja

2 Rp. 220.900,00

6. Terjatuh dari atap
1
!

Rp. 1.400.000,00

7. Tertimpa batu bata
RP. 450.000,00

Jumlah 17 Rp. 2.695.900,00

Tabel 6.2. Penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (Unsafe

Condition)

No. Jenis Kecelakaan Frekuensi Biaya "1

Terjatuh dari scafaiding Rp. 1.500.000,00

Jumlah
Rp. 1.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahw
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a. Penyebab kecelakan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman

(Unsafe Human Activity) atau faktor manusia itu sendiri sebanyak 17

kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 94,44 % dengan biaya

penanganan kecelakaan kerja Rp. 2.695.900,00.

b. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak aman

(Unsafe Condition) atau faktor diluar manusia sebanyak 1 kali

kejadian kecelakaan kerja atau sebasar 5,56 % dengan biaya

penanganan kecelakaan kerja Rp. 1.500.000,00

6.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Biaya Terbesar

Kecelakaan yang menyebabkan tulang iga retak terjadi pada korban yang

bernama Bapak Sudin yang berstatus sebagai tukang besi. Korban hams

beristirahat selama 2 minggu (12 hari). Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan

pemasangan klem scaffolding yang kurang tepat dan kondisi scaffolding yang

sudah tidak layak untuk dipergunakan. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor untuk menangani kecelakaan korban adalah Rp. 1.500.000,00. Karena

korban tidak dapat bekerja selama 12 hari maka biaya untuk tunjangan Sementara

Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebesar Rp. 17.500,00 x 12 hari = Rp.

210.000,00.

6.1.3 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Frekuensi Tertinggi

Dari penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tertinggi yang terjadi

yaitu tergores besi tulangan, didapatkan fakta bahwa kecelakaan terjadi karena

tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja sendiri, di antaranya adalah :



a. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak mcmakai
alat perlengkapan keselamatan kerja walaupun sudah disediakan oleh
pihak kontraktor.

b. Tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan sepe^i be.eanda, ngobrol
dan malas-malasan.

c Tidak hati-hat, dan ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.

d- Kurang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan
karena lelah dan tergesa-gesa.

6.2 KeceUtan Kerja ya„g Terjadi H„bu„gan„ya (lergan Pc|impa),an
Pekerjaan

Pembagunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dfterjakan o!eh PT. Sri
Perdana, Sport Center Kabupaten Caeap terd.n alas b,beraPa tengma,% d|
antaranya tems indoor, tapangan basket, lapangan bola voi,, ^ Imct kantu,,
f„n,,< cenler dan patung o.ah raga, dalam pengerjaannya a,a scbag.an bangur,,,
yang d,kerjaka„ oleh beberapa sub-kontraktor (bass borong, Set.ap bass torong
bertanggungjawab atas pekerjaanya mas,„g _mas,ng Tanggung Jawal, terser,,,,
mel.puti seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun
keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jad, sebenarnya j,ka terjad, keedakaa,,
pada pekerjaan yang mereka kerjakan maka seharusnva menjadi tenggung Jawab
penuh bagi bass borong tersebut. Naman pada ke„yau,annya setiap torJadi
kece,akan kerja bass borong tidak dapat berbua, baayak dalam menangam
keeelakaaan tersebut Bass borong ,,dak dapa, me„ang6ung b.aya pengobatan dan
biaya perawatan para pekerjanya yang mengalami keeelakaan kerja, Karena rasa
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kemanusiaan, akhirnya pihak pelaksana yang turun tangan. Biaya pengobatan dan

perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya menjadi

tanggug jawab pihak kontraktor.

Pada saat tenaga kerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja karena

mengalami kecelakaan kerja, seharusnya pihak bass borong tetap memberikan

upah kepada tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Piogram

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab IV Pasal 12 Ayat 2 yang menyebutkan

"Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100 % x

upah sebulan, 4 bulan kedua 75 % x upah sebulan dan seterusnya 50 % x upah

sebulan".

Berdasarkan fakta tersebut sehamsnya pihak kontraktor atau pihak

pcmberi kerja mengambil tindakan yang tegas terhadap bass borong yang tidak

bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerjanya. Bass borong yang tidak

bertanggung jawab seharusnya diberi peringatan. Jika sudah diperingatkan namun

keselamatan pekerjanya masih diabaikan, seharusnya diambil tindakan tcgas

dengan cara mengganti bass borong tersebut dengan bass boiong yang baru yang

lebih bertanggung jawab terhadap limpahan pekerjaan dan keselamatan tenaga

kerjanya.

Kurang tegasnya pihak kontraktor pada bass borong dapat Deraiaoat ratal

bagi pihak kontraktor sendiri. Jika banyaknya angka kecelakaan di proyek mi

diketahui oleh pihak pengawas keselamatan kerja, dalam hal ini adalah

Departemen Tenaga Kerja maka tentunya pihak kontraktor juga akan
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mendapatkan sanksi yang dapat berupa peringatan - peringatan sampai pada

diajukan ke pengadilan.

6.3 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Undang-

Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Jika ditinjau dari Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di proyek, yang menyebabkan

kurangnya perhatian akan keselamatan kerja.

b. Kurang mendapatkan pembinaandan pengarahan tentang keselamatan

dan kesehatan kerja, sehingga banyak pekerja yang pada saat

melakukan pekerjaannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak

aman bagi dirinya sendiri.

c. Kurang menyadari / menaati semua petunjuk di proyek tentang

keselamatan kerja pada saat memasuki tempat kerja / proyek.

d. Tidak adanya tim pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di

proyek, sehinga sering terjadi pelanggaran terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja.

e. Operator mesin / alat-alat bangunan kurang mengetahui cara

pengoperasian peralatan - peralatan tersebut.

f. Penyimpanan alat-alat tajam dan bahan-bahan berbahaya yang tidak

pada tempatnya sehingga membahayakan pekerja dan lingkungan

kerjanya.
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6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Keja

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sejak proyek

berjalan mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 telah

terjadi 18 kecelakaan kerja dan pihak kontraktor telah mengsluarkan dana sebesar

Rp. 6.885.725,00 untuk menangani 18 kecelakaan tersebut. Sehingga pihak

kontraktor telah menderita kerugian sebanyak jumlah tesebut yang diakibatkan

oleh kecelakaan itu. Sedangkan proyek masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu

diusahakan agar kecelakaan kerja yang telah terjadi tidak terulang lagi pada sisa

waktu pelaksanaan proyek. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal

mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang peruah terjadi seminimal

mungkin dan kalau bisa dihilangkan.

Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek

pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara :

1. Menekan kerugian dengan mengurus klaim asuransi ke PT. Jaminan

Sosial Tenaga Kerja. Jika Asuransi dari PT. Jamsostek diurus maka

semua kecelakaan setelah tanggal 10 Mei 2003 akan mendapatkan

penggantian. Total dari penggantian kecelakaan yang telah diurus oleh

PT. Sri Perdana adalah :

Rp. 141.000,00 (Sugeng) + Rp. 1.538.200,00 (Mujianto) +

Rp. 219.000,00 ( Waluyo Anggi) = Rp. 1.898.200,00.

Maka dana asuransi yang belum dicairkan oleh pihak PT. Jamsostek

yangdikarenakan masih dalam proses pengurusan adalah sebesar :

Rp. 6.885.725,00-Rp. 1.898.200,00 = Rp. 4.987.525,00
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2. Mancegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadmya

kecelakaan yang akan terjadi dengan cara :

a. Mengosongkan lokasi dibawah' pembangkaran bekisting dan

sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.

b. Menyediakan helm pengaman untuk para pekerja yang bekerja

dibawah tempat pekerjaan pebongkaran bekisting dan ganti tali

pengikat bekisting yang sudah aus dan licin.

c. Menyediakan sabuk dan helm pengaman untuk para pekerja yang

sedang memasang kuda-kuda besi untuk rangka atap.

d. Memasang peringatan /tanda bahaya ditempat-tempat yang pernah

terjadmya kecelakaan kerja untuk mencegah teruiangnya

kecelakaan serupa.

e. Memberikan sanksi tegas kepada bass borong yang tidak

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja

para pekerjanya dan sampai pada pemutusan hubunga kerja.

f. Mengintruksikan kepada bass borong untuk memperketat

pengawasan terhadap keselamatan para pekerjanya jika tidak mgin

mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.

g. Menerapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) pada proyek.
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h. Mengadakan pelatihan kepada para pegawai tetao sebelum masuk

proyek yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan

mengutamakan keselamatan kerja.

i. Mengadakan pengarahan kepada para pekerja secara konsisten

pada kesempatan agar mempunyai kesadaran sikap bekerja secara

aman dan selamat.

j. Membentuk tim pengawas untuk mengav/asi pelaksanaan peraturan

atau Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dalam proyek.

6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja

Supaya biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak menjadi

penyebab kerugian yang teriau besar bagi sebuah proyek, maka biaya kecelakaan

kerja tersebut harus dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jadi

jika suatu kecelakaan terjadi, biaya untuk menangani kecelakaan tersebut bisa

sudah dianggarkan.

Salah satu cara untuk menghitung besar biaya kecelakaan yang akan

dimasukkan dalam RAB sebuah proyek, yaitu dengan cara seperti dalam

pembayaran premi Jamsostek yang diadakan oleh PT. Jamsostek. Berdasarkan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep - 196 / Men / 1999 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosisl Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja

Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor

Konstruksi, Bab III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, pasal 10. Untuk
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proyek konstruksi yang bemilai kontrak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 dan

kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 maka pembayaran mrannya adalah :

( 0,24% + 0,19 % + 0,15 % + 0,12 % ) x (nilai kontrak -

Rp.1.000.000.000,00)

Dalam Pembagunan Sport Center Kabupaten Cilacap yang nilai

kontraknya adalah Rp. 3.800.000.000,00 jadi premi asuransi yang harus

dibayarkan adalah:

( 0,24% + 0,19 % + 0,15 % + 0,12 % ) x ( 3.800.000.000 -

1.000.000.000,00 ) = Rp. 19.600.000,00

6.6 Perbandingan Kecelakaan Kerja dengan Penggunaan Program

Jamsostek

Dari contoh perhitungan diatas, jika proyek pembangunan Sport Center di

Kabupaten Cilacap dimasukkan dalam program Jamsostek yang diselenggarakan

oleh PT. Jamsostek maka premi yang akan dibayarkan menurut perhitungan diatas

adalah sabesai Rp. 19.600.000,00. Pelaksanaan Pembangunan Sport Centei

Kabupaten Cilacap direncanakan selesai pada 31 maret 2004

Sedangkan total biaya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja

yang telah dikeluarkan oleh Proyek Pembangunan Gedung Sport Center

Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 6.885.725,00. Jika dibandingkan dengan

pembayaran premi asuransi yang hams dibayarkan untuk program Jamsostek,

maka kerugian sebesar Rp. 6.885.725,00 masih dapat dikatakan relativ kecil.

Maka apabila Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap
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dimasukkan dalam program Jamsostek, maka biaya penggantian dari PT.

Jamsostek adalah sebagai berikut:

1. Korban jatuh dari atap dengan ketinggian 4,5m, dengan data sebagai

berikut:

- Nama : Mujianto

- Jenis pekerjaan / jabatan : Tukang Kayu

-Upah :Rp. 17.500,00/hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengangkutan korban (darat): Rp. 40.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp.1.358.200,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

100% x 8 hari x Rp 17.500,00 = Rp. 140.000,00

Jadi biaya keselumhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Mujianto adalah :

Rp. 40.000,00 + Rp. 1.358.200,00 + Rp. 140.000,00 - Rp. 1.538.200,00

2. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja , dengan data sebagai

berikut:

- Nama = Waluyo Anggi

- Jenis pekerj aan / jabatan = Tukang Batu

- Upah = Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengankutan korban (darat): Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp. 149.000,00
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c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

100% x 3 hari x Rp 15.000,00 = Rp. 45.000,00

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

Rp. 25.000,00 + Rp. 149.000,00 + Rp. 45.000,00 = Rp. 219.000,00

3. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja, dengan data sebagai

berikut:

- Nama = Sugeng

- Jenis pekerj aan / jabatan = Tukang Batu

-Upah =Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengankutan korban (darat): Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp.71.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

100%o x 3 hari x Rp 15.000,00 = Rp. 45.000,00

Jadi biaya keselumhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

Rp. 25.000,00 + Rp. 71.000,00 + Rp. 45.000,00 = Rp. 141.000,00

4. Biaya untuk santunan kecelakaan kerja sebanyak 15 kali yang pada saat

melakukan penelitian yang santunannya masih sedang diurus sampai

bulan Januari 2004 adalah sebanyak Rp. 4.987.525,00

Jadi total santunan yang diberikan oleh PT. Jamsostek kepada PT. Sri

Perdana sebesar:
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= Rp. 1.538.200,00 + Rp. 219.000,00 + Rp 141.000,00 + Rp. 4.987.525,00

= Rp. 6.885.725,00

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar

Rp. 6.885.725,00 maka total kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja

sebesar Rp. 6.885.725,00 dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, PT Sri Perdana sangat dirugikan karena pembayaran

premi asuransi kecelakaan kerja adalah Rp. 19.600.000,00 dan biaya untuk

penggantian karena adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00. Dilihat dari

kenyataannya nilai nominal dari kecelakaan kerja yang terjadi relative kecil yaitu

sebesar Rp. 6.885.725,00 dibandingkan dengan nilai proyek yaitu sebesar Rp.

3.800.000.000,00 tetapi nyawa, keselamatan dan kesehatan seseorang merupakan

hal yang patut untuk dihargai.

Sebenamya kecelakaan sangat dapat dicegab dikarenakan alat •- alat

keselamatan kerja yang dimiliki oleh PT. Sri Perdana sangat lengkap dan

jumlahnya sangat mencukupi, tetapi dikarenakan kurang disiptinnya para pekerja

yang kurang sadar akanarti pentingnya menggunakan alat - alat keselamatan kerja

dan malas menggunakannya dengan alasan kurang praktis dan tidak terbiasa.

Dari awal dimulainya proyek yaitu bulan April 2003 sampai dengan

penelitian dilakukan yaitu bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kali kecelakaan

Kejadian kecelakan kerja paling sering terjadi adalah pada bulan Oktober sampai

dengan bulan Desember, menurut wawancara yang dilakukan dengan pimpinan

proyek hal tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan yang hams di lembur.
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Seteiah buian Desember keee,akaa„ kerja semak.n jarang tcrjad, dan nampr „dak
pernah terjadi kecelakaan kerja.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa :

a. Total kerugian yang mendapatkan penggantian oleh pihak asuransi PT.

Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00.

b. Untuk mengatasi kerugian perusahaan yang diakibatkan adanya

kecelakaan kerja, maka perlu diikut senakan ke dalam program

Jamsostek. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi

perlu diadakan pendisiplinan kepada para pekerja dan

mensosialisasikan peraturan pcrundang - undangan pemenntuh im\

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

c. Perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidt,k ui.,gsuii.u pada

penelitian yang di lakukan adalah sebesar 3,i360 • .

d. Penyebab kecelakaan kerja yang paling sering lerjadi dalam pru\vk

Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adaiah tinaakan

manusia sendiri (Unsafe Human Activity), sebanyak 94,44 % atau 17

kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebesar Rp.

2.695.900,00. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan yang diakibatkan

oleh kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition), sebanyak 5,56 %,
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e. atau 1 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya

sebanyak Rp 1.500.000,00.

f. Dalam penelitian yang di lakukan pada proyek Pembangunan Sport

Center Kabupaten Cilacap pihak kontraktor mengalami kerugian

setelah mengikuti program Jamsostek dikarenakan biaya kecelakaan

yang terjadi lebih kecil dari pembayaran premi asuransi kepada PT.

Jamsostek.

7.2 Saran

a. Agar tidak timbul kerugian akibat kecelakaan kerja, maka estimasi

biaya kecelakaan kerja perlu dimasukkan RAB ( rencana anggaran

biaya).

b. Perlu diditegakkan pendisiplinan kepada para pekerja lapangan yang

lalai untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah

disediakan oleh pihak pelaksana proyek.

c. Pemilihan program asuransi yang tepat untuk menangani kecelakaan

kerja yang akan terjadi, sesuai dengan nilai proyek dan bentuk

bangunan dari proyek tersebut.

d. Dilakukan penelitian tentang kapan mulai terjadinya saat rawan

kecelakaan pada saat pelaksanaan sebuah proyek konstruksi.
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Nilai Nominal Untuk waktu Produksi yang Hilang dan Pckerjo yang meimalami
kecelakaan kerja

Jenis Pekarjaan

PcTcry'i.

'̂V-rKlc) [^Tf

Jumlah

Jumlah

pekerja
Upah rata - rata Waktu produksi j Biava

;' C <:-fci;Ky

.Torciy | 2r.;eo

(noCO110 j /-j ^y,;.}.

H cr^ifVy

perj_am

IZf

as?T3

vane hi Ian si

;- r_.f;:

ro-.vv ! Z£S . 0«3
^ i '

i

II'L -jam cane/

Cilacap,, ,2(K)'i
Mengetahui Pimpinan Proyek

5*i». era? -"vmnr'^ • •;•.-•^•W^J-^i-pi

u '•-"•-



Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman

Jenis kecelakaan

,ncV Uj

Vecc?(a k- o.a/y |«U h Sciq. j- nfev0

Jumlah

jFrcJcyvensi

3

\

tr

.a

.2

Ciku

Biava

f <^.Kccr

•:0. cYvo

£ \o I:x .c r r

Mr \ca. (\:_0

$r>. ,9J&.Qco

.i0(-4

Mengetahui Pimpinan ITovek

r uir



UtJlf/ft JMMZ>UZ> I t:t\
'^f^ZJP PTJaimiinn Sosi.il fori,?;,! Ker/3 IPirsero)

Wajib dilapoikan dalair,. x k', ,;.mi
selelah terjadinya xecela!;aati

1 Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Telepon

lOI'iis Usdlii'i

I lomor PendaMaran (Beniuk K.K.1)

N-. mor Aktc Pencpwasan

2. Nama Tenaria Keiia

Alamat clan Momor Telepon

I • Tempal clan 'iVini,^:i.' I.ahir

i ____ ..

Jenis Pekerjaan / Jabatan

, '' ''iil/Bng:>m PKiusahaan

; iah Tona si Koija

LAPORAN KECELAKAAN TAHAPI

BENTUK

K.K.2

cv.sni

_^:i2h2li'.'.'llll'!:iilli'ino' '-'npnilDiwui /
Nomrji Kl.i.il

Nomor Kfic.rjijik;inn

Dilerima tanygi.i

Mornor ArjencJ;, WMSGSTEK ")

Jl. rtuia antara Tip- 200 Cilacap

Kon traktor
^"^JLi. 5J234 _j mo "r,ii(iPon"T 542755

ICTJIYAN'IO . j no.kpa--

"JTocIgPos : 53254 f'̂ TTTeTe^
Silaoap 16 -6' i^F2 ;

J'3/ns ,< ela-nii .

TTiikahg Xayu

^T^l^.^J1^ 1ac;'ip

i>_Ll Lik: • laki

iV~J Poretnpuan

a. Upah boru|.a uang ( pok,A flan liiiijain,an)) •<"/

13
_['P. ?7^500,-
H;, 2.5^0,- (7ia>an~]

"r"p.

. b. Penuhmaan lain - lain

c. Jumlah (ajb)

4. a. Tempat Kecelakaan

b. Tanggal Kecelakaan

5. a. Uraian Kejadian Kecelakaan

(1) Bagaimana terjadir.ya kocolal-aan

(2) Scbutkan banian mn:,in, in.-ilnlnsi, bnlian alas
lingkungan yang menyebabkan cidura alat;
meninggal dunia.

(b) Penyakityang timbul karena hubunriar, kerr;
I) Sobulkan jr-nis penyakit yang lirnbulkarorui hubun. ,n

kerja • jabalan/pt'korjaan yang oorsangkulan
- borapa lama bokega

2) Sebulkan bahan pro.sas. lingkungan a;ai: car.i t;GKegY~
yang menyebabkan pcnyak,| yang innba kar,,na
hi/bannar, korja

u. a. Akibat yang clidorita korban

b. Jelaskan bagian tubuh yang sakil/lukn

7. Nama dan ,ila'"a! Dc'-.ier.'Tnn.rja Mnd.* yang ru,mu; kan
purtblongan pc-Mma 'dalam hal pwiyav! yang ;.>;ibul
karena hubungan kevs nama dcklcr yang pnnama k i,',
mendiagnosaf

8. Keadaan penderita selelah pemeriksaan por;.arna
' a. Bsrobat jalan

••'! 7
b. Dirawal cli

::;9.,Kecelakaan dicalal dalam Buku Kecelakaan pada No, Urul

10. Perkiraan kerugian : a. vVaktu (jalam Kari-oranl;)

b. Material

11. Keterangan Iain-lain yang perlu.

2^ r\o/A

di proyok ;?ont" Go&uiig Tonia Indoor K*3. Gr^-^
~B"^T^"SKTJ r-—

1-4. DO" ~?TD~

Jatuh clari DAX d- Kotin^ian 4,5 Uo^r

Doai Pipa

•:•. ••)

- luka dan lira*at inap di lloi V

?ada aaat bailor ja diataa DAi< j;Tici torp,uauot Jan jatuh

I_7J i-Ukn-iukaLZ1 Meninggal Dunia (~"X Sakit

C

• Sambil bekerja [Z2J Tidak Bekesja

cx Pumah Sakil I I I'uskisanas

') Jika perlu dapat ditambah dalam keruu: tumbarar, lain
") Diisi oleh PT^^MSOSTEK ^--^

Dibui.it dengan sosungguhnya, Dalam waktu 2*2-', jam soasai :i-!,a-.;a
kerja meninggal dunia, alau sambuh
baik cacad alau tidak (sotelah
monjnleni pomer.ksaan) perusahaan
wajib meriinsukkan laparan kocelakaar-
korja oontuk K.K.3.

9 Sopt 2003

.ajjoian KLM.ia,,,,. :ii mi . -kin;•.

Waina Pulih ;..l'-:.il' ,k n lv!,•..,!: .,.,,, Si

T(;r.iacia Ksij,; . ,...,'ii,,:,

Wnrili! Kliniiri Uilllll'. ',, ;i|i |.',:in any,,:;

Warna Hijai; : Ian nilu unlul. I '.ir. ai i •••<

Dirok-bur



Dengan ini sny.i (Inkier

1. Nama

••-•V, ar .•.•'.. sks.-i.

Jabntan :

Mcnernngknn rlcaignn sor.imcjyuhnyn :

^Vvivf^lij^WnPHitjKcrfoVxVvSxj:

::;:::;:;:;:A^.Tm3.{:idbo:r^dioor';T '̂oi>.Wn '̂::

iriv^P^al^l^'^^'aii^^tiio:::::::

:::;:;:;:::Jdnii:Pcj<(irjpMiwabhi.an:::::.:Vs::

.;:;:;::.';::U'yi!t^p<|lmvi/JoaiUoti:i:i)vV:::::

^::::::::::a^t!'/):^^'i''i'tii'ni<:':

:.'vAJniiibV();j)t:N(ij)t<i|':YoU'j)V>'iis

jai.lpiKsjUiiihb'r.rVs

:'-l'-i'M6i))6t]P.cikti^

rs|N.<irnt.<r;Al<)o.l'oo|jwo:.;iiPTT:
ir. . .sK^'lqkWnilJIVAr'limii^rlilP

bUMAI l\tr.l tZr-tMIMU/-*^ u SJI\ I L_M

kJ;4 ( Khusus untuk akibat kecelakaan kctja )

Kodo Pos ;

Jenis Kolnmin :

Korlo Pos ;

tin. KPA

No. Telepon

NPP

No. Tclirpon :

• Lnki-lnki
r~"] Peremption

.•Sx'v.'-^.'-.x'''!?^^

.Vx:V:;!j:^A»;!h:ty!iifM^
ruu

GAJUiiAR

::ii;:.piiijr;ifiii.:.'i!J::'

r:V:V;aVj:j:^;v::::s>x[;'Tllt,',?|i;!0;!i«)siirtlk')iakoi|it'x

•̂:; :'.•':: :T! ^.V1;^1 .^PP '̂!'"' '̂̂ ! *i •' VAH U: .^.' (rim1'(kni>; r^:-'

v'lvX&Jpia'hitoii^^

... Ji^f1^^^.'^!1!^^^

X:v;:(Tonjuk)flMjir^
•': ;£I3fifift^^S ."(ejitf^jii1': ?^cfi uVttC^ p}r1jdfrtij) ilej'̂ ii k'[finj'tt jl r'i is;
:::;:;.';V^.v4.ty.a''':^

^Q/Mwpcjiikw

::: ;:?p;piqp:>prni?jukhi ;i» .<iitj»a rt^j pjhktiH.^.^^•|̂ (^i<c) rjdaW:::

XaaWtyWiyA.pPfP^

OVsvLTJUbrlKlllWritiKili^Iss;:;

^jVj.'Tn'pagaiiWiQmngdiil'diirii.a

••'•:•:• :rb\biy&'t:Siii'.,T;i;^Kj'5T:;<i-ir:-ssss::
ryssssrvys.^.:1.-;-:s;>v.'-.•x-.-.-Xv':-':

)- '̂/^^/l',''J^,!.' '•'•^•'•''r

'MV ['J^'f-
Nama dan tanda tangan doklerpemeriks

ijoran Kecelakaan ini dikirim :

Warna Putih, Merah danMcrali Jambu kr: Kandcp
Tenaga Kerja selon^pat.
Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
Warna Hijau dan Diiu untuk Badan Pcinyolonggara
Warna Biru Mudn unluk dokter

ti/nn-iiri

D BiasL D-Ringan [J Tjdnk dap;]at bekerja satmi sekali

dnri tanggal s/d tanggnl

dnri tanggal
s/d tnngynl

QRumah Sakit Q Puskcsmas •Foliklinil
Coktur Swnstn

^-• 1r• '-i. JurmrJa ivo, 20 Ci i.s.ss.s,;
Dibuat dengan scsunggnnnya

Jabatan Tanggal



^KQKQLQC±KEJmimMQElMiMN

Bcrsama ini kami sampaikan Kronolocji Kejadian Kecelaka
Snudarei MUJIYANTO sbb :
Kecelakaan terjadi pada : '

an yang terjadi pada

Hari

Tanggal
Tempat

Cilacap

Senin

8 Soptotnbor 2003

cli Proyek Pembangunan Gedung Tenis Indoor di Kab,

lukatkn J h' S6hlnflga harUS d,rawat dirumah «aKit karena mengalami

Domikian Kronologi terjadinya kecolakaan ini ka
adanya.

rn i sampaikan, dan maklum

Cilacap, 9 September 2003
Hormat kami.

K #1 Jk METERAI
M^fU) TEMPEL

IKSM10U:
l^'iri'tt-fl!' [MAMIIIDUIIUPIAII

CIPTO A. 11!::
Hoisionalia

•Ml.
m*j~



.Z?M'JAMSOSTEK

/l',///,

sololah litttadinva •i i':. i'\, I. ui

1. Nama Perusahaan

Alamnl dan Nninor frilopon

Jenis Usaha

•Jomor Penaallasin (Gnnluk is K

Nomor Akte Pengawasan

2. Nama Tenaga Korja

Alamat dan Nomor Telepon

Jenis Pekerjaan / Jabalan

!.. APORAfs! KECELAKAAN TAHAP

BENTUK

K.K.2 Piter nia taiKi'

Nomor Afjonda 'AMSOSTEK '

GV-,--S*I

Ti.-_iiy_; V<TT "d; No. 200 OIL \C\?

33?34~
:<ON'.L;i \X10n

iV/d.UYO .\N00I

Jj£l_.jj^0535

342735

No, KPA :

-^Ji,._

[ f^ode Pos : No, Teiepon :

rjfj L:iv . ,,

'lUlv'd^O 3,;:TU

3 S"ff!\ _ • Sobalnn CZ] Biffiyv;
13.000,-

Unit/Bagian Perusahaan

,()ah Tenaga Keija

a, Upah bump,1 uang ( jm

. h, I 'ani'iiiii, 1,111 lain lain

c, Jumlah (a 1h;

a Ti-misnt K,>;a ,),>ks,nn

,,,.,, J I,

I 11

"1. a. Uraian Kcsidsm Kecelakaas

;') Pagair-siua lesad iva kar, ...s

(2) Gebutknn l.sanian nsasin inslaaisi, Isihaa ,1:
lingkungan yang menyeLiLibkan eidera a!<
rnoninq u'i! dunia.

9. Kecelakaan clicass d.iiarn Buku Knosa'-aan

10. PerKiraan koruga.n : a. v'/akla ('Ja'arn H.-ni-o.-ar-g)

b. Materia

II. Keterangan ialn-lain yang peiiu

ui'r.a perlu dapai ditambah dalam kcrtay lumtiarni.
DUsioluh PT JAMSOSTEK

0AM nIJ.UA

Elll.V.Jl/t

la

,ji, aan Sin alai ui a a Jilasn

y/,1111 1 I 'iilil, I •!..,.1I1 ,|,i,i SI,'

•'1-ni p.mpin.in p

IJ. www p ~

Ji. :'ii:ij-Yii Cjlaca:.

07-30

Oaat baraix^at badorj.s, tjrjadi ^.icolaka-irt : "
nonjondarai uopoda onodd d.1 tabrak oopoda

di'i2j2il_dT^l_bj^n|caii1s _

Tarbontar Jalon Aapal banian Kopala, biblr;''
_5js2i3 ,jin^on/j_A.f^^m
Polipin dijahit, luka p „l,a bib..r dan Piny^m;.

.T>JlTr;'A ^j .ii.rt, dLbiv j"-. yiinio-.ng luka

Or. rdko. ?riyono, ad!V Cilacap

[~] llianah SaM •

3"hari

F;P. 13.COO 1 3 ixv

sal donoan

korja n.oninggal duna atau sen
baik (sicarl alau tidak j mu

wajib mr-masukkas apcras korio a-
kerjn bontuk K.K.a
>J -v?U3tu3 200 J



-P/V/0> '<.y o '

• Na i j Ti

Alamat dan Nomor Telupon

Tempat dan Tanggal Latu

Jems Pekerjaan / Jabalan

Unit / Bagian Perusaliaan

2, Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Tolopon

Jenis Usaha

Nomor Pondat'.aran (Dentuk K.K 1)

Nomor Akte Pengawasan

3. Kecelakaan pada tanggal

4. Pemeriksaan pada tanggal

5. Oarl hasil pemeriksaan aioapaikan

a. Koaosian, lornpai dan ukuran luka-iukanya

b. Diagmsis Rihasi a Kedokteran

c. Perlu• cjiraw.it fy berobat ja'an sarnbil bekuryi
[J berooai jaian [siak txikerja

6. Tindakan mcdis y;.r,g dilakukan Obat 01"
z. , ILa wa.t._.!

7. Setelah hasil pongobatan :

£j Sernbuh tanpa cacat

n Cacat anatomis aktsit kehiinngan anr/jesa basan.
Jekisksin. (TunjuKkan juna -ada gambar)

~J Afiablkl lurtjafja! tiacal la'api Slak Inet ».J iklliaSa.'I
kehilangan anggota baoan, txiratia pen.en ixir-
kurangnya turxjsi anqyosi barlan yarvj caca: ,:>b

% leitjiiang ( )

• Mom'niluk.in prolli(ii^/oi;!ii,s,j

fj. Setelah sombuh la tjap.il melakukan fiui-'iija.in ] y: n

TerlWung t.iivj

9. Lamanya poro nn | t

10. Dihrinkan islira il

11. Tanggal meninggal duni,

Dlbuat oleh doklur

^
;uAtf-

XI,

w • /;" i

'/••/
i ,/

SURAT KETERANGAN .DOKTPR

EENTUK

K. K. 4
(khusus untuk akibat kecelakaan kcria

at 00/v:

2C: Ai-unttin OK)}

1^

I tumuli Sakit n '•'

Jenis Kctamin
Laki-iak'i

Puremixi

3 b



,A;Vl -J-^J
Poru;;.-.

NPP

Atas

Notiior

r •;.-.: j '

a L si11,"'.''i,i ^,-

i-rrs, ii'lsS

II. PEliNugGANT I>\N r.i±A\'j

Total Bieiva porauvilati

i ' n.

U ]dt;;j.a;i rCl'ibjaaa C l.::ll

V. JUMLAH YANG TOLJYH DITET/iIa-JdM

Sisu yaii'j lnasj.h jiasu:; el 1 is a y a r .•.

Tcrbl 1,-mu ' :SJr-XA'"u-":.ibJC.A: :J>/JLUrI: JlT-SViT^

I.SSS I'JDAN'.; PJ-JLAYAJdAf

Nam a t> a ancia larnia



;-,U., ill! .:..; • ••:• i, a
//,o.o;)

I-'o i u s aha. a n

M P P

troiTiGr j-\cje>i"ias i'oriu oaiiioc

Atas Nama Tonaga Korja
Nomor Peserta fKPJi

ueueiejuj. or; i

I. SAHTUHA"

i. M0 i'UP; P:t i; P a tidal; ta.ili

- 1 f.ulan t'cruis,!

2. CaeuL b'sibaei low/ Led.

3. Cacat L'ungsi

*i. Keraatiari

5. Biaya Pemakanan

Jumlah aaneu;;,:;;;

II. gEl-iGGAMTI'\H KIAYA

1. Ongkos PerRj'ariejkutai-

2. a. Biaya ppbqopatai

b. Biaya Pt-rawataa

Total Biaya Porr

C . Jas.i li.'ik! ,ii

e; o i i.

III. PiPaMR'TLATAH

:kor

IV. JUMLAH YAHG TELAH DITETAPKAH

Jurriiaia yany tejah wbayark

Sisa yang masili liatan; dibayark.

i, u.-., .: U IJ J U U U a I

WALUYO AKGGT

Te rbilana •DUA-RATLIS :OKLAl>AIJ . RIBi.l: jlMPAT: -JJAXTUS. JIUPIAH

.POTiDAlii'inNO T) r:

P.I.S' PI DANG Ph'PAYANAN

Nama n 'iSincla Tariijan

i,., see. en

17 fin ?no"





ySQSTEK (Porsoro)

'Dengan inisaya, dokter

ilarnai

SURAT KETERANGAN DOKTER

' > ,Vs
BENTUK v t,;

,ftr. tfko Priyono

Jabatan,, Doktor Jaga K, K. 4 (khusus 'untuk akibat kecelakaan kerja)

k^A^/Pa.TTeria'ga"'Wrla v'O', 00. '. '

,alKlyi^mo^?'rn';;o
!«MijlHf'̂ d*>.ni,,'''onggnl',Laliir: .••'•.
1?—

!SSiis^€s,vfs.'
]IpfidPp«7+^(7«yir:.riw:>.:A<.",..',fi,.i-;y'...,.,. -,,. •• sea~ ~—

^ijNama^Perijsahaan^^.iV ''';^P; '•' :

;'&sAlamaI. .dan; Nomor Telnrion ;-
}W^jM^fif;^:' 'Jya-'h >'0- •
^^;Jenlssd)saha.ss ; *3;r':'.is

l'P?¥l y-Pendaftaran (Bentuk KK'D .
—---•' * | '" ;v • .. . ', - a A
•pl'tr.Siiwi'" ca ,-'. —^ n ~ — —.

i?'Sa',vNo™^Aktev;Pengawasan '•••': .'-• s

;5:'.Pe/i,e,riksaan Pada tanggal

Y.^iP^H^asiPpa'rriorlksaan dldapatkan ':'
'./;;y.;a;i Keadaanptempat dan' ukuran lukadukanya

SUGENG v3V ^ . ,..

il^^^r^^^^^^^JS^^t
Cilaoap

. f>Q/'- c--.i-i /:Ia••/(, c'-'A-v

C \y . S~ U I

_7e- • /'Q j. / f /\ i -.' /a:i /J

'J3 Aguutno 2003
T

Kndo Pos

Jenis Knlami

,;P,Ob:;:pia9no,ls.) n£ha«l^^erJ,,
IO,';sfv,POr,UD.,Cjirawal Qrborobnt jalnn sambil bekerja

'''••'S.',-s',.-.,; ,••! •'. , O borobat jalan tidak bukorja

. p.,Tindakan modis yang dilakukan "r " 0 '
• • ' •'• a:;I 0

:'?.;Selolah hasil pengobatan

;.;^vQiSernbuh,tanpa cacat -

y'.'i'.'.D Cia'cat anatomis akibat koh'3rgap anggota badan.
';:.'":-:"'.''. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar)

dies. , .pabila terdapat cacat tetapi tidak meagakibatknn
'•-..,.•..kehilangan angguta badan, berapa person bee

' ,3000kurangnya ,un9si anggota badan yang cacat tsb
'•> -'•; -ft'....-......... % terbilang (

"•'.'•V'n'Memerlukan prothese'/ortheso

ePSotelahsembuh ia dapat melakukan pekoijan

Tertiilunjj ianygai

:.^,!3.',' Lamanya iporawatan / pengobatan

se- ,-••.• .ft-. •/
;t0.'. Diberikan .istirahat

.1,ItYTanggal. rnoninggal dunia

•'V'V'v:pibuat: oleh'doktor

I Alamat .3'"';'' 01s13a7>>s/

br. ]^o.;?rsi/vor</
Nama'-gan tanda tangan doktor pemenksa

danjanggal 29-03-2003' s/d lanqea!

dari tanggal
s/d tanggal

• ftumah Sakit D Puskesmas ' O Pol.klmik

•Juanrla 'No,20-Ct la cap

Dibuai dengan so::ingc,jb ya,

Doktor Jaga
Jabalan

I No. KPJ.

t=^=3=aftAji=SEflriCaJ4

=:0v3T Nn 'Ses

LJV LakiSaki

D Pe'ompi.

Luka iiobek
\r 'i\\_

'• e ,< i

9 beptetiiber

n Dc

1 SopioTib.
Tanacsi

3b

- / P
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KEPUTUSAN MEN 3YRI TENAGA Kj

NOMOR : KEF "96 / MEN / 1999

TEKYANG -

PENYELENGGARAAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KER

BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGA

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

PADA SEKTOR JaS A KONSTRUKSI

;>. I- ,,: "'. . • - ./•'"'a, •."- •

n, t> ,t.'ee'.>'a t» i ' i a i'. &i' tt,

PT Jaminan AoA/ Tenaga Ke//a (Persero)



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP- 196/MEN/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

MENTERI TENAGA KERJA.

Menimbang : a. bahwa pasal 7ayat (2) Keputusan Men-
• teri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/

MEN/1999 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjf
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Bo
rongan dan Perjanjian kerja Wakti
Tertentu memungkinkan penyeleng
garaan program jaminan sosial tenag;
kerja bagi tenaga kerja harian lepas
borongan dan perjanjian kerja wakf
tertentu pada sektor tertentu diaiu
tersendiri:



b. bahwa sifatdan atau jenis pekerjaan serta
seringnya terjadi perpindahan pekerja
pada sektor jasa konstruksi mcmerlukan
pengaturan tersendiri sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf
a dan b, perlu ditetapkan dengan Ke
putusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951
tentang Pernvataan berlakunva Undane-
undang Pengawasan Perburuhan Nomor
23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor
4 Tahun 1951);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia 3468);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38333);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1993 tentang' Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3520);

5. Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun
1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja;



6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M
Tahun 1998 tentang Pembentukan Ka-
binet Reformasi Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.
05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pe-
layanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-
150/MEN/1999 tentang Penyelenggara-
-an Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan
Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor
UM.06.01/SJ/381 tanggal 28 Juni 1999
perihal Pengaturan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 568/
1908/SJ tanggal 18 Agustus 1999 perihal
Pengaturan Jaminan Sosial Te-naga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
TENTANG PENYELENGGARAAN PRO

GRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN
LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEK
TOR JASA KONS TRUKSI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua
dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan
sebagai pemberi tugas atau pemihk pekerjaan/proyek
yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

3. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi.

4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari
untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik
negara.

5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi peren
canaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi.

6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsi-
tektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk mo-
wujudkan stiatti bangunan atau bentuk fisik lainnya.

7. Kontrak kerja konstruksi adalah Keseluruhan dokumen
yang mengatur hubungan hukurn antara pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai

4



teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

9. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Persero). .

10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

BAB II
KEPESERTAAN DAN PROGRAM '

Pasal 2

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :
a menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan mihknya;

atau •

c berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana
' dimaksud pada huruf adan huruf byang berkedudukan

di luar wilayah Indonesia;

dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan
perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3(tiga) bulan
secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga
kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 3
n,l,m hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja
harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus
menerus selama 3(tiga) bulan berturut-turut^taulebih
dan setiap bulannya tidak kurang dan 20 (duo puluh)
hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
Pnan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.



(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah
bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-
turut.

Pasal 4

(1) Dalam ha] penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja
borongan selama 3(tiga) bulan secara berutui-tunit atau
lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya delam
program jaminan sosial tenaga kerja

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan tela!
bekerja melewati masa kerja 3(tiga bulan berturu

Pasal5

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perian.ian kerh
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 2d
be'CtlS^83 ttT SeIama 3^ ^ «*»«bertuiut-turut atau lebih, penyedia jasa wajib men-
.kutsertakannyadalamprogram,^amir,ansosialtenagrkeq°a.

Pacal f\

Untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2, maka •
a, setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitunean

besarnya iuran dalam dokumen lelang.
b. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya

iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 7

0) yntukmengikutsertakandalamprogramjaminansosial
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 3ayat (1), Pasal 4ayat (1) dan Pasal 5, oenyedia '
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BAB III

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

"'< Pasal 9

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam pro
gram jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai
berikut: :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74% dari upah
sebulan; -—

b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
c. Jaminan Hari Tua, sebesar,^70% dari upah sebulan

dengan rincian sebesar 370% ditanggung penyedia jasa
dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah
sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan
3% dan upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum
bekerluarga, dengan ketentuan upah sebulan setingcn-
tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

^-x Pasal 10
(iV)J Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja

Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak di-
^ ketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran

untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian ditetapkan sebagai berikut:
a. pekerjaan konstmksi sampai dengan Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai Kontrak
Kerja Konstruksi;

(^pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (limn
ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a
ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari i

3 fc)O,0C0

">! 1a i
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seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada
saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir.

Pasal 12

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan
iuran ba^i tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian
kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penye
lenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.

Pasal 13

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu
sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan
tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja
waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun Dob
tentan* Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

0



Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya
Persalinan, Kaca Mata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja
Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan
pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai
ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-
150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program jaminan
Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas,
Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16

(1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi ke
celakaan kerja tenaga kerjanya kepada Kantoi De-
partemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dan Badan,
Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

(2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau
keluarganya atau teman sekerjanyaberhak melaporkan
terjadinya kecelakaan kerja termaksud tanpa meng-
hilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wa
jib :

11



a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan-
b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan

dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit
atau kerumahnya;

c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan
perawatan;

d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak
mampu bekerja;

dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut
kepada Badan Penyelenggara.

(2) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1(satu)
bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan
admimstrasi dipenuhi harus membayar hak tenaga kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga
kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian
kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PFR-05/
MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Ke
pesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan
1elayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BABV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini
dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan van*
berlaku. ' ' °

12



Pasal 20

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kepuaisan Menteri
ini dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Teknis sesuai dengan fungsinya.

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau
•Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kewajiban penyedia jasa mengikutsertakan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu
dalam program jaminan sosiai tenaga kerja, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), pasal 4ayat (I) dan Pasal 5
berlaku mulai tahun anggaran ban: setelah ditetapkan
Keputusan Menteri ini dan seterusnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyedia jasa yang telah menyelenggarakan sendiri program
pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat
Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pe
meliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

13



Pasal 23

saat berlakunya Keputusan Menteri ini maka Surat
tusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
jaan Umum Nomor : KEP-07/MEN/1984 tentang

30/KPTS/1984

sanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1977
fenaga Kerja Borongan/harian Lepas pada kontraktor
un sub kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek
rtemen Pekerjaan Umum dan Surat. Keputusan
ma Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja
or : SK-5S5-20 tentang Pelaksanaan Program
or: KEP-05/MEN/1984
ansi Sosial Tenaga Kerja di Daerah, dinyatakan tidak
ku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

itusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ipkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: 29-9-1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMIIDRIS
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j PormulirJAMSOSTHKI/HBK-JK

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA TENAGA KERJA R.i.
NOMOR KEP-196/MEN/1999

TANGGAL 29 -9-1999

PENDAFTARAN PROVEK KONSTRUKSI

No. :

1. Nama Pemsahaan / Kan tor :
2. Alamat '•

No. Tclpon :
< <nimlvr IVmbiavaan IYovl-k : Al'BN/APRD TK. I/APBD TK. II/SWASTA
4. Nilai Kontrak Korja Konstruksi tNKKK) NASIONAL/SWASTA ASiNG ')
5. Nilai Komponen Upah Dari NKKK :
6. Macam Pekerjaan
7. Lokasi Proyek : •
3. No. IMB-PB/Tanggal :
9. No. IMB/Tanggal :
10. Pemilih provek :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
12. Masa Pertanggungan/Masa Kontrak :

s/d

13. Jenis Pertanggungan :
14. Keterangan Lain-lain :

19.... 19-

Disetujui oleh,
PT. JAMSOSTEK (PIZOSERO)

Nama :..

Jaba tan

Tembusan Yth.:

1. Pemborong •'Kontraktor/Pemilik Bangunan.
2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
3. Lembar Warna Ptuih dikirim ke Kacab PT.

JAMSOSTEK (PERSERO) setempat.
4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
5. Lembar Warna Merah dikirim ke Kantor Pusat

PT. JAMSOSTEK (PHRSiIRO).
6. Lembar Warna Hijau
7. Lembar Warna Kuning

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

15

Disetujui oleh,
Pimpinan Perusahaan

Nama :..

Jabatan

Ditetapkandi : Jakarta
pada tanggal : 29-9-1999

MENTERITENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

FAHMIIDRIS



FonrmlirJAMSOSTEK] a/IIB K-J K

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA TENAGA KERJA R1
NOMOR KEP-196/MEN/1999
TANGGAL 29 - 9 - 1999

DA IT AR1:ARCASATUANMJPA11 TENAGA KERJA

ma Pemsahaan Kcntraktor
'cndaftaran Prcv^k\'o

Nama fekerjaan

Keamanan

Pembantu Pek-r
I'e kerja
Pekerja Kcpi.i
Pembantu T.:. ••-
Tukang Bati:
Tukang Kau.
Tukang Besi
Tukar.R Kep:, ^
Mandor

Ma.nJor Kep.-.;
Pembantu Mt.s> ;-
Mekanik

Perm aniu !>-.-„•
Sopir SIM A
Sopir SIM B I
Svipir SIM B i:
Operator
Administrasi i--r:.-.gan
Pelaksanaan Lar>-gan
Lain-lain

'r«.:.i!oi

19.,

Mengetahui:
igawas/Direksi Lipr.ngan

Varna :

abatan

-an Vth. :

iborong/Kontrakt,\- Pemilik Bangunan
as Pengawasan Ferr.bangunan Kota
.tar Warna Ptuih djjorim ke Kacab PT
1SOSTEK (PERSEKO> setempat.
IBAR Warna Biru u.-tuk Arsip Perusahaan.
ibar Warna Merahdikirim ke Kantor Pu-.n
IAMSOSTEK(PER5ERO).
ibar Warna Hijau
ibar Warna Kuninc

0 Corel yanj; tidak perlu

6

Upah Per-Hari Jumlah Tenaga Kerja
(j)

19....

Disetujui oleh,
Pimpinan Perusahaan Kontraktor

Nama :.

Jabatan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29-9-1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

PAIIMIiniMS



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

(1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuk, tempat kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana
diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang
merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut;

(2) "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuaiu tempat kerja atau
bagiannya yang berdiri sendiri;

(3) "pengusaha" ialah:

a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk
keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan
miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termeksud
pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.

(4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakfin
Undang-undang ini.

(5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(6) "ahli keselamatan kerja" ialahtenaga teknis berkeahlian khusus dari luarDepartemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untukmengawasi ditaatinya Undang-
undang ini.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Yang diaturoleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja,
baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di
dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau
instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau
bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi,
bersuhu tinggi;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaranrumah,
gedung atau bangunan lainnya termasukbangunan perairan, saluran atau terowongan di
bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam etau bijih logam
lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baikdi permukaan atau di dalam
bumi, maupun di dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowcngan,
dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau
gudang;
h. dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena
pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
I. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset(penelitian) yang
menggunakan alat teknis;
q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,
minyak atau air;
r.diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai
peralatan, instalasi listrikatau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan
atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan
yang bekerja atau yang beradadi ruangan atau lapangan itu dan dapatdirubah perincian
tersebut dalam ayat (2).



BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-
kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,
kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinarradiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun
psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
I. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses
kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan
barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempumakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-
pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan
aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpUan
ketentuan yang disusun secara teratur, jelasdan praktis yang mencakup bidang konstmksi,
bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan
pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
bahan, barang, produk teknisdan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang
itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)
dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan
mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.



b. Semua pengamanandan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja,
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin
bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan Ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerjayang dijalankan.

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha
atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempet-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan
usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

(1) Pengurusdiwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempatkerja yang
dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1)
diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA



Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diaturkewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau
keselamatan kerja;
b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang
diwajibkan;
d.Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan
kerja yang diwajibkan;
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan
kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan clehnya kecuali dalam hal-
hal khususditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk
keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BABX

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan:

a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dsn semua peraturan
pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat
yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang
diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat
dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada
tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut
petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
keselamatan kerja.



BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut padaayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada padawaktu Undang-
undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang
ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-
undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untukmelaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku
pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

ALAMSYAH



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 8 TAHUN 2 000

TENTANG

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih
Ianjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi,
sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa
konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang
diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3833) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT
JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk
mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub
bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin



keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau
keahlian masing-masing.

3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/
kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa
konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan prcfesi

dan keahlian.

4. Sertifikasi adalah :

a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi
dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa
konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha;
atau

b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan
kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut
disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu.

5. Sertifikat adalah :

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi
atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik
yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi
keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan
tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh

Lembaga terhadap :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa
konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan
sertifikasi anggota asosiasi; atau

b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi
dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat
keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
meliputi
usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa
konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI



Bagian Pertama

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang
usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan
konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi membarikan layanan
jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,,
mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa
konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :

a. survei;

b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;

c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;

d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;

e. penelitian.

(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses
pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:

a. rancang bangun;

b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;

c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

(4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya



dapat mencakup antara lain jasa :

a. manajemen proyek;

b. manajemen konstruksi;

c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik
nasional maupun asing.

(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum.

Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur
bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi
menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang
dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk
perawatannya;

b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan
jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah,
saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan,
bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana
sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi
tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran
bangunan (demolition);

c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi

tata

udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi
termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk
perawatannya;

d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi

pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik,
sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio,
telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan
telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangka.l
petir, termasuk perawatannya;

e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain

penataan

perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan,
tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan

air

bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan

limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan
ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Bagian Kedua



Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 8

(1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus

mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan
dengan sertifikat.

(2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha
yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha
orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan
hanya

melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;

c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja
tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai
kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

(3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/
kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat
digolongkan dalam:

a. kualifikasi usaha besar;

b. kualifikasi usaha menengah;

c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

(4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang
perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usana orang perseorangan
dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 9

(1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi

perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya
dapat

melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan
pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang
ditetapkan oleh Lembaga.

(2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat

melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan

kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang

berisiko

kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.



(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan
hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk
pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana
sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum
dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang
berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat
dilakukan

oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan
usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 terdiri dari:

a. kriteria risixo kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;

b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta
benda, dan jiwa manusia;

c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konsuruksi yang
pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta
benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahl_i_;

b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan Konstruksi yang
menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga
ahli;

c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga. ahli
dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau
biaya sedang dan atau biaya. besar yang ditentukan berdasarkan besaran
biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai kriteria risiko, teknologi- dan
biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3'
ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa
pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat
keterampilan

dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kuai ifikasi tenaga



kerja konstruksi.

(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap
pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada
usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa
konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga

Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

(1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat

kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Peroberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat
klasifikasi

dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan regiscrasi
sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), aitetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat

Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang
telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan
kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada
Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akredicasi ditetapkan
oleh Lembaga.

Bagian Kelima

Perizinan Usaha Oasa Konstruksi

Pasal 14

(1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi
wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di
tempat domisilinya.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah

Republik Indonesia.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada
badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh



Lembaga;

b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

(4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan
persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh
Lembaga;

b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;

c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian
izin

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat {3) dan ayat (4)
akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

(1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan
kerja atau sertifikasi keahlian kerja >ang dilakukan oleh Lembaga,
yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja
terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin
keilmuan

dan atau keterampilan tertentu.

(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga keija ahli yang
telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau
kefungsian dan atau keahlian tertentu.

(4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilei
kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan
pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Kedua

Klasifikasa., Kualifikasi, dan Registrasi

Tenaga Kerja Konstruksi



Pasal 16

(1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan
kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

(1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat
keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti
registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai
sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang
dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi,
kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh
Lembaga.

Bagian Ketiga

Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan
institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan
untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15.

(2) Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil
sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan
oleh Lembaga.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Forum Jasa. Konstruksi

Pasal 2 0

(1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi,
dan



informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam
bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk
membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa
konstruksi.

(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha vang
berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampajkan aspirasinya
kepada Forum.

(3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi
yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa
konstruksi nasional.

Pasal 21

(1) Forum terdiri dari unsur-unsur :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi;

c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;

d. masyarakat intelektual;

e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di
bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa
konstruksi;

f. instansi Pemerintah; dan

g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum mempunyai fungsi untuk :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembax-tgan jasa
konstruksi

nasional;

c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;

d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali
kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua si dang, yang dipilih oleh
dan dari peserta.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di. pusat maupun di daerah
memfasilitasi penyelenggaraan Forum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum
diatur oleh Menteri.



Pasal 2 3

Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari :

a. Lembaga;

b. sumbangan dan atau bantuan peserta Forum;

c. sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Ked.ua

Lembaga Jasa Konstruksi

Pasal 24

(1) Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di
tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa
konstruksi.

(2) Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan
Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang
bersangkutan.

(3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi;

c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa
konstruksi; dan

d. instansi Pemerintah yang terkait.

(4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan
pengusaha

orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum
maupun

tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang
bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau
keahlian sesuai dengan kriteria:

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang
lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakiJ.an
sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi

anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen tsaha

bagi anggota- anggotanya.



(5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b
merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang
perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin
keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan
dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi
keanggotaannya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan
sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi
anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan,
dan

keahlian bagi anggota-anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu
orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa
konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta
mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan
bukan pengusaha jasa konstruksi.

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf
c

merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi
pendidikan

yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan. bidang jasa
konstruksi;

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah
mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk
berpartisipasi dalam Lembaga.

(8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (31
huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang
m^j-wj^ujiw.i ^/^.n^-i..aali i_tu.il uulaui j^a.^UIiy Luyaonja JjciAalLaii laSngan jcs>3

konstruksi yang^ direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat
nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya
bersifat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dinyatakan
sah secara hukum dan organisatoris apabila te.lah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja



Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan aalam
anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

(1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan atsiran yang
bersifat

nasional.

(2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya borpedoman
pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh
dana yang antara lain berasal dari :

a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;

b. kontribusi dari anggota Lembaga;

c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengJkat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara
pertanggungj awaban

penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 2 8

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa
konstruksi;

b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi
klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian
kerja;

d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;

e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai
ahli di bidang jasa konstruksi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Lembaga dapat :

a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;

b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan
pedoman tata cara pengikatan;

c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan
intemasional;

d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di. pasar nasional



maupun intemasional.
(1)

(2) Pasal 29
ata

inE Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

a- a. memberikan akreditasi kepada :

b- 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka
ati menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;

c- 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk
membantu

Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja
^2 dan keahlian kerja.
ya

dl b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja
asing

dan registrasi badan usaha asing.

Pe

be

(

a

c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung
jawab

profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah
keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan
profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan uxriuiu.

d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi,
dan

institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari
Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.

e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran
ketentuan Lembaga.

B7AB V

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 30

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi
administratif yang ditetapkan oleh :

a. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan
tertulis;

b. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :

1) peringatan tertulis;

2) pembekuan izin usaha;

3) pencabutan izin usaha; dan atau

4) larangan melakukan pekerjaan.

c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

1) peringatan tertulis;



belas) hari setelah dikeluarkan.

(2) Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang d.i tarb.i. tkan oleh
Lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai uuaha dan jo-ran masyarakat
jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun
belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini,

dinyatakan tetap berlaku.

(2) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja yang
telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemeiintah ini,
tetap berlaku sampai masa berlakunya sertifikat berakhir atau paling
lama 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, merrierintahkan pengimdangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN
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